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ABSTRAK 
 
 
M. Heri Okta. S , E0004206, PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK 
OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA 
PEMBUNUHAN, Penulisan Hukum ( SKRIPSI ), Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, 2008. 
 
Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak 
pidana   pembunuhan dan apa kendala dalam penerapan alat bukti petunjuk 
tesebut bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan 
beserta solusinya. 
Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris. Pendekatan 
yang digunakan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Jenis data yang 
dipergunakan ialah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
sumbernya atau dari lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang 
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan data sekunder yaitu data yang 
diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya, melainkan dari peraturan 
perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku literatur, hasil penelitian 
terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model, 
yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan 
pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen 
tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu ada 
verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa cara hakim menerapkan alat bukti petunjuk tidak hanya 
terbatas pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang membatasi penerapan alat bukti 
petunjuk oleh hakim hanya pada keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, 
tetapi dapat juga diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara 
lain keterangan ahli, oleh TKP dan barang bukti. 
 
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah memberi masukan ilmu 
pengetahuan dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada 
khususnya yang berkaitan dengan penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam 
menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan dan juga mengetahui kendala 
yang dihadapi beserta solusi dalam penerapan alat bukti petunjuk. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  
menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas 
hukum bukan atas kekuasaan belaka. Hal ini berarti memberi konsekuensi 
negara menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan 
bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan agar dapat tercipta 
keseimbangan dalam masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam 
segala aspek kehidupan. 
 
Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar 
masyarakat, maka diperlukan sebuah aturan hukum yang menjamin 
terciptanya kepastian hukum, keadilan dan keseimbangan dalam hubungan 
masyarakat di suatu negara. Dalam hal ini fungsi hukum adalah untuk 
menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur sehingga 
hukum sebagai sarana pengendali tingkah laku setiap individu dalam 
masyarakat dapat mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan 
masyarakat. 
 
Ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud apabila negara dapat 
menjunjung tinggi hak asasi manusia sehingga hak dan kewajiban setiap 
warga negara dilindungi, dihormati dan tidak dirampas oleh negara. Untuk 
itulah negara membuat aturan hukum, salah satunya dengan membuat adanya 
hukum acara pidana di Indonesia. 
Salah satu tujuan dalam hukum acara pidana adalah untuk mencari dan 
menemukan kebenaran. Dalam hal ini untuk mencari dan mendapatkan atau 
setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang 
selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan 
ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari 
 x
pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan 
selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna 
menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah 
orang yang didakwakan tersebut dapat dipersalahkan. Dengan kata lain tujuan 
akhir dari pemeriksaan adalah membuktikan kebenaran. 
Dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa lepas dari adanya interaksi 
sosial yaitu hubungan antar individu dengan individu yang lainnya karena 
manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga manusia 
sering disebut sebagai makhluk sosial. Dari proses interaksi sosial tersebut 
apabila antar individu terjadi suatu kesalahpahaman dapat menimbulkan 
terjadinya permusuhan. Apabila permusuhan tersebut tidak segera diselesaikan 
maka dapat menimbulkan terjadinya suatu kejahatan, yang antara lain dapat 
menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan. 
 
Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa 
seseorang dengan cara yang melanggar hukum. Pembunuhan biasanya didasari 
suatu motif yang bermacam-macam, misalnya politik, kecemburuan, dendam, 
dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang 
paling umum adalah dengan menggunakan pistol atau pisau. Pembunuhan 
dapat juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, seperti bom ( 
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan ). 
Dalam pemeriksaan tindak pidana pembunuhan, sama seperti 
pemeriksaan pada umumya, dalam perkara pidana lebih menekankan pada 
proses pembuktian. Pembuktian memegang suatu peranan penting dalam 
proses pemeriksaan sidang pengadilan, serta merupakan titik sentral 
pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan 
nasib terdakwa, karena dengan pembuktian inilah dapat diketahui apakah 
terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya 
atau tidak. Dengan adanya pembuktian maka dapat ditentukan pidana yang 
akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah benar terbukti bersalah. Karena 
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apabila hasil pembuktian dari alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang 
tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, maka terdakwa 
dibebaskan dari segala hukuman dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa 
ternyata dapat dibuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya 
akan dijatuhi hukuman pidana ( M. Yahya Harahap, 2002 : 273 ). 
Alat-alat bukti yang sah dalam persidangan perkara pidana menurut 
Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut : 
(1) Alat-alat bukti yang sah ialah : 
a. Keterangan Saksi. 
b. Keterangan Ahli. 
c. Surat. 
d. Petunjuk. 
e. Keterangan Terdakwa. 
(2) Hal yang secara umum sudah diketahui umum tidak perlu dibuktikan. 
 
Maksud penyebutan dan penempatan urutan alat bukti dengan urutan 
pertama keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan terakhir 
keterangan terdakwa yaitu untuk menunjukkan bahwa pembuktian dalam 
hukum acara pidana diutamakan kepada keterangan saksi. Namun bukan 
berarti bahwa alat bukti yang lain tidak berperan dalam proses pemeriksaan 
perkara pidana. Sebab dalam proses pembuktian pemeriksaan di muka 
persidangan, hakim membutuhkan keterangan-keterangan yang akan 
digunakannya dalam menilai kekuatan pembuktian serta untuk memperoleh 
keyakinan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan 
pidana. 
 
Dalam proses pembuktian, apabila alat-alat bukti yang telah dihadirkan 
belum cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, maka hakim 
dapat menggunakan kebebasannya untuk melakukan penilaian terhadap 
kekuatan pembuktian dengan sebuah petunjuk dalam keadaan tertentu. Dalam 
menggunakan alat bukti petunjuk hakim harus bersikap secara arif dan 
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bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama 
berdasarkan hati nuraninya   ( http://www.hukumonline.com ). 
 
Alat bukti petunjuk digunakan dalam tindak pidana pembunuhan untuk 
menguatkan keyakinan hakim dari alat bukti keterangan saksi, surat dan 
keterangan terdakwa karena dalam tindak pidana pembunuhan pada umumnya 
keterangan saksi kurang menguatkan dapat dipidananya seseorang. 
 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat 
penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul : 
 
”PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM 
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA 
PEMBUNUHAN ”. 
 
B. Rumusan Masalah 
 
1. Bagaimanakah penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam 
menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan ? 
2. Apakah kendala dalam penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam 
menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan dan solusinya ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 
Setiap penelitian harus mempunyai tujuan penelitian yang jelas agar tepat 
mengenai sasaran yang dikehendaki. Tujuan penelitian merupakan target yang 
ingin dicapai baik sebagai solusi atas masalah yang dihadapi, maupun untuk 
memenuhi kebutuhan perseorangan. Dalam hal ini penelitian yang penulis 
lakukan ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 
 
1. Tujuan Obyektif. 
a. Untuk memperoleh data tentang penerapan alat bukti petunjuk oleh 
hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan. 
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b. Untuk memperoleh data tentang kendala yang dihadapi oleh hakim 
dalam penerapan alat bukti petunjuk dalam menjatukan putusan tindak 
pidana pembunuhan beserta solusinya. 
 
2. Tujuan Subyektif. 
a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penyusunan 
penulisan hukum ( skripsi ) agar dapat memenuhi persyaratan 
akademis guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman 
aspek hukum di dalam teori dan praktek dalam lapangan hukum 
khususnya tentang penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam 
menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan dan juga mengetahui 
kendala yang dihadapi beserta solusinya. 
c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh 
agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan 
masyarakat pada umumnya. 
 
D. Manfaat Penelitian 
 
Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
 
1. Manfaat Teoritis. 
a. Memberi masukan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum pada 
umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya yang berkaitan 
dengan penerapan bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan 
putusan tindak pidana pembunuhan dan juga mengetahui kendala yang 
dihadapi beserta solusi dalam penerapan alat bukti petunjuk. 
b. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi sebagai bahan acuan 
bagi penelitian yang akan datang. 
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2. Manfaat Praktis. 
a. Memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diteliti. 
b. Memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum pada 
umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya yang berkaitan 
dengan penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan 
putusan tindak pidana pembunuhan dan juga mengetahui kendala yang 
dihadapi beserta solusi dalam penerapan alat bukti petunjuk. 
 
E. Metodologi Penelitian 
 
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada 
metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu 
atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan manganalisisnya ( Soerjono 
Soekanto, 2007 : 43 ).  
 
1. Jenis Penelitian. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian 
yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh secara langsung di 
lapangan berkaitan dengan penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim 
dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan. 
 
2. Sifat Penelitian. 
Sifat penelitian yang dilakukan penulis adalah deskriptif  yaitu suatu 
penelitian yang berusaha untuk menggambarkan tentang keadaan dan 
gejala – gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun, 
mengklasifikasi, menganalisa dan menginterpretasikannya ( Soerjono 
Soekanto, 2007:10 ). Dalam hal ini penelitian untuk menggambarkan 
tentang penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan 
putusan tindak pidana pembunuhan. 
 
3. Pendekatan Penelitian. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat 
kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena 
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tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian seperti : perilaku, 
tindakan, persepsi dan lain – lain secara holistik dengan cara deskripsi 
dalam bentuk kata – kata dan naratif dalam konteks khusus yang alamiah 
dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 
 
4. Jenis Data. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Data Primer. 
Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau dari 
lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan 
dengan permasalahan yang diteliti.  
b. Data Sekunder. 
Data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya, melainkan 
dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku 
literatur, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti. 
 
5. Sumber Data. 
a. Sumber Data Primer. 
Sumber data yang langsung diperoleh dari pihak yang berhubungan 
langsung dengan permasalahan yang diteliti tersebut. Dalam hal ini 
yang menjadi sumber data primer adalah Hakim di Pengadilan Negeri 
Surakarta. 
b. Sumber Data Sekunder. 
Sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa 
buku-buku, laporan, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber 
lainnya. 
Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 
1) Bahan hukum primer. 
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 
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b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 
c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
2) Bahan hukum sekunder. 
Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah dan internet yang 
berkaitan dengan penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam 
menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan. 
3) Bahan hukum tersier. 
Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus. 
 
6. Lokasi Penelitian. 
Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan Negeri 
Surakarta. 
 
7. Teknik Pengumpulan Data. 
Teknik pengumpulan data dilakukan guna memperoleh data yang 
akurat dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah sebagai berikut : 
a. Wawancara 
Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi secara 
langsung terhadap para pihak yang terkait dengan penelitian untuk 
mendapatkan keterangan yang lengkap dengan masalah yang diteliti. 
Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 
pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, dalam hal ini adalah 
hakim di Pengadilan Negeri Surakarta. 
b. Studi Kepustakaan 
Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji dan 
mempelajari bahan-bahan tertulis yang berupa bahan-bahan 
dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan, buku-buku 
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kepustakaan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah 
yang diteliti.  
 
8. Teknik Analisis Data. 
Teknik analisis data dalam penelitan ini penting agar data-data yang 
sudah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban 
guna memecahkan masalah-masalah yang telah ditemukan di atas. 
 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan 
interaktif model, yaitu komponen reduksi data dan penyajian data 
dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data 
terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan 
dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali 
mengumpulkan data lapangan ( H.B. Sutopo, 1999 : 8 ). 
 
Menurut  H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah : 
a. Reduksi Data. 
Merupakan proses seleksi, penyederhanaan dan abstraksi dari 
data  fieldnote. 
b. Penyajian Data. 
Merupakan suatu realita organisasi informasi yang 
memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data 
meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, 
kaitan kegiatan dan juga tabel. 
c. Kesimpulan atau verifikasi. 
Dalam pengumpulan data peneliti harus sudah memahami arti 
berbagai hal yang ditemui, dengan melakukan pencatatan-pencatatan, 
peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-
konfigurasi, arahan sebab akibat dan berbagai reposisi kesimpulan 
yang diverifikasi. 
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Adapun skema teknik analisis kualitatif dengan interaktif model 
adalah sebagai berikut : 
 
   Pengumpulan  
          Data 
 
  Reduksi          Sajian  
    Data          Data 
 
        Penarikan  
      Kesimpulan 
 
Gambar  2 
Model Analisis Interaktif 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
 
Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika 
penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan ilmiah, 
maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun 
sistematika penulisan hukum terbagi dalam 4 ( empat ) bab yang saling 
berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah 
sebagai berikut : 
 
BAB I              : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini pendahuluan ini, penulis akan 
menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 
penelitian dan sistematika penulisan hukum. 
 
 
 
 xix
BAB II           : TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini akan menguraikan mengenai kajian 
pustaka dan teori yang berkenaan dengan judul dan masalah 
yang diteliti serta kerangka pemikirannya, antara lain 
membahas mengenai alat bukti yang sah dan sistem 
pembuktiannya, alat bukti petunjuk, putusan pengadilan dan 
tindak pidana pembunuhan. 
 
BAB III                : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini akan menguraikan tentang hasil 
penelitian dan pembahasan sebagai jawaban perumusan 
masalah yaitu bagaimana alat bukti petunjuk diperoleh 
hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana   
pembunuhan dan apa kendala dalam menggunakan alat 
bukti petunjuk bagi hakim dalam menjatuhkan putusan 
tindak pidana pembunuhan beserta solusinya. 
 
BAB IV                : PENUTUP 
Dalam bab ini akan menguraikan mengenai simpulan 
dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teori. 
1. Tinjauan Tentang Alat Bukti yang Sah dan Sistem Pembuktian. 
a. Alat Bukti. 
Pengertian alat bukti menurut kamus hukum adalah alat untuk 
memperoleh pengetahuan tentang benar atau tidaknya sesuatu 
tuduhan terhadap terdakwa ( J.C.T Simorangkir, 2000 : 6 ).  
Ketentuan Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa hakim 
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila 
dengan sekurang-kurangnya 2 ( dua ) alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dua 
alat bukti disertai keyakinan hakim seperti yang ditentukan dalam 
Pasal 183 KUHAP tersebut merupakan ketentuan minimum yang 
harus dipenuhi oleh suatu pembuktian sedang dalam acara 
pemeriksaan cepat keyakinan hakim cukup didukung 1 ( satu ) alat 
bukti yang sah ( Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003 : 223 ). 
 
Alat bukti yang sah dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 
184 ayat (1) KUHAP yaitu : 
a) Keterangan Saksi. 
b) Keterangan Ahli. 
c) Surat. 
d) Petunjuk. 
e) Keterangan Terdakwa. 
 
Selanjutnya dari alat-alat bukti yang sah tersebut akan 
dibahas satu persatu sebagai berikut : 
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1) Keterangan Saksi 
Pengertian keterangan saksi terdapat dalam Pasal 1 
angka 27 KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi adalah 
salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa 
keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang 
ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan 
menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 
 
Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan 
alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir 
semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada 
pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di 
samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih 
selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan 
saksi ( M. Yahya Harahap, 2002 : 286 ). 
 
Penyebutan urut-urutan alat bukti dimulai dari 
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan terakhir 
keterangan terdakwa menunjukkan betapa pentingnya 
keterangan saksi di depan persidangan (Moch. Faisal Salam, 
2001 : 295 ). 
 
Dalam Pasal 185 ayat (5) dinyatakan bahwa baik 
pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran 
saja, bukan merupakan keterangan saksi ( Andi Hamzah, 
2002 : 260 ).  
 
Menurut M. Yahya Harahap, keterangan saksi dapat 
dianggap sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian 
apabila memenuhi ketentuan berikut : 
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a) Harus mengucapkan sumpah. 
Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat  (3) KUHAP, 
sebelum saksi memberi keterangan maka saksi wajib 
mengucapkan sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan 
memberikan keterangan sebenar-benarnya dan tiada lain 
dari pada yang sebenarnya  
 
Menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP pada 
prinsipnya sumpah atau janji wajib diucapkan sebelum 
saksi memberi keterangan, akan tetapi dalam Pasal 160 
ayat (4) memberi kemungkinan untuk mengucapkan 
sumpah atau janji setelah saksi memberi keterangan. 
 
b) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti. 
Keterangan saksi yang mempunyai nilai 
pembuktian ialah keterangan yang sesuai dengan Pasal 
1 angka 27 KUHAP yaitu:  
(a) Yang dilihat sendiri. 
(b) Saksi dengar sendiri. 
(c) Dan saksi alami sendiri. 
(d) Serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya. 
Dari Pasal 1 angka 27 KUHAP tersebut maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa yang berasal dari orang lain ( 
testimonium de auditu ) tidak mempunyai nilai sebagai 
alat bukti. 
( M. Yahya Harahap, 2002 : 286-287 ). 
 
2) Keterangan Ahli. 
Dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP disebutkan bahwa 
keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh 
seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang 
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diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna 
kepentingan pemeriksaan. 
 
Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi 
sulit untuk dibedakan dengan tegas. Kadang-kadang seorang 
ahli merangkap pula sebagai saksi. Isi keterangan seorang 
saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai 
apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan 
seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal 
yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai 
hal-hal itu ( Andi Hamzah, 2002 : 269 ). 
 
Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat pada 
keterangan ahli pada prinsipnya yaitu mempunyai nilai 
kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. 
Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli 
sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat 
pada alat bukti keterangan saksi ( Andi Hamzah, 2002 : 270 ). 
 
3) Surat. 
Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Surat 
adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca 
yang dapat dimengerti, dimaksudkan untuk mengeluarkan isi 
pikiran ( Andi Hamzah, 2002 : 271 ). 
 
Surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah 
menurut undang-undang ialah surat yang dibuat atas sumpah 
jabatan dan surat yang dikaitkan dengan sumpah ( M.Yahya 
Harahap,  2002 : 306 ). 
 
Menurut Andi Hamzah bentuk-bentuk alat bukti surat 
terdiri dari : 
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a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang 
dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang 
dibuat dihadapannya, yang menurut keterangan tentang 
kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang 
dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas 
dan tegas tentang keterangan itu. 
b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh 
pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana 
yang menjadi tanggung jawabnya dan yang 
diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan. 
c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat 
pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal 
atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. 
d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada 
hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 
( Andi Hamzah, 2002 : 270 ). 
 
 
4) Petunjuk. 
Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) 
KUHAP yang mamberikan pengertian bahwa petunjuk adalah 
perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena 
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, 
maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa 
telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 
Sedangkan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP menjelaskan 
bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, 
surat dan keterangan terdakwa. 
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Dalam Pasal 188 ayat (3) mengatakan bahwa penilaian 
kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap 
keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan 
bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan 
penuh kecermatan dan keseksamaan berdasar hati nuraninya ( 
Andi Hamzah, 2002 : 272 ). 
 
Mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk 
serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain, 
yaitu hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang 
bebas ( M. Yahya Harahap, 2002 : 317 ).  
 
5) Keterangan Terdakwa. 
Pengertian mengenai keterangan terdakwa diatur dalam 
Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang memberikan pengertian 
bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa 
nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau 
yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. 
 
Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap 
dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk 
membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang 
didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat 
bukti yang lain ( C.S.T. Kansil, 1993 : 237 ). 
 
Menurut ketentuan Pasal 189 ayat (4) menyatakan 
bahwa keterangan seluruhnya dari terdakwa di muka hakim 
untuk menjadi bukti yang sempurna, harus disertai 
keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan dalam mana 
peristiwa pidana yang diperbuat, keterangan mana akan 
semua atau sebagian harus cocok dengan keterangan si 
korban atau dengan bukti yang lainnya. Meskipun tidak 
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disebutkan dalam undang-undang bahwa suatu keterangan 
terdakwa hanya berharga apabila pengakuan itu mengenai 
hal-hal yang terdakwa alami sendiri seperti halnya dengan 
kesaksian ( Djoko Prakoso, 1988 : 113 ). 
 
b. Sistem Pembuktian. 
1) Arti Pembuktian. 
Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi 
penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan 
undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan 
kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan 
yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-
undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan 
kesalahan yang didakwakan. Pengadilan tidak boleh sesuka 
hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa ( M. 
Yahya Harahap, 2002 : 273 ). 
 
Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 
pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara 
dalam sidang pengadilan untuk mendapatkan kebenaran 
materiil dari suatu perkara. 
 
2) Sistem Pembuktian. 
Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap 
perkara yang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang 
bagaimana yang dapat dianggap cukup untuk membuktikan 
kesalahan terdakwa inilah yang akan dijawab oleh sistem 
pembuktian dalam hukum acara pidana ( M. Yahya Harahap, 
2002 : 276-277 ).  
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Menurut ilmu hukum acara pidana, ada beberapa teori 
sistem pembuktian antara lain : 
a) Conviction-Intime. 
Sistem pembuktian Conviction-Intime 
menentukan salah tidaknya seorang terdakwa 
ditentukan oleh penilaian atau keyakinan hakim, 
keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian 
kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan 
menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah 
dalam sistem ini. Keyakinan hakim dapat diperoleh dari 
alat bukti yang diperiksa dalam sidang pengadilan. 
Tetapi juga dapat langsung menarik keyakinan dari 
keterangan atau pengakuan terdakwa dengan 
mengabaikan alat bukti yang telah diperiksa. 
 
Kelemahan dari sistem pembuktian Conviction-
Intime adalah apabila hakim salah menjatuhkan putusan 
kepada terdakwa karena hanya berdasarkan pada 
keyakinan hakim. Dalam sistem ini hakim dapat leluasa 
membebaskan terdakwa meskipun kesalahan terdakwa 
sudah cukup terbukti dengan alat bukti yang lengkap, 
tetapi di satu sisi hakim juga dapat menyatakan 
terdakwa bersalah meskipun sebenarnya tidak terbukti 
bersalah berdasarkan alat bukti yang sah. 
 
Sistem Conviction-intime lebih menyerahkan 
sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim 
karena keyakinan hakim yang menentukan wujud 
kebenaran sejati dalam suatu sistem pembuktian. 
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b) Conviction- Reasonee. 
Sistem pembuktian Conviction- Reasonee hampir 
sama dengan sistem pembuktian Conviction-intime  
dimana keyakinan hakim memegang peranan tertinggi 
dalam menjatuhkan putusan, akan tetapi dalam sistem 
pembuktian Conviction-Reasonee keyakinan hakim 
lebih dibatasi. Hakim wajib menguraikan dan 
menjelaskan alasan-alasan yang mendasari 
keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Dalam sistem 
ini keyakinan hakim harus dilandasi reasoning atau 
alasan yang logis dan dapat diterima akal.  
 
c) Pembuktian menurut undang-undang secara positif. 
Pembuktian menurut undang-undang secara 
positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang 
dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau 
Conviction-Intime. Dalam sistem ini keyakinan hakim 
tidak ikut berperan dalam membuktikan kasalahan 
terdakwa. Sistem ini berpedoman pada pembuktian alat 
bukti yang ditentukan undang-undang, untuk itu benar 
tidaknya kesalahan terdakwa didasarkan pada alat bukti 
yang sah. Sistem ini juga disebut teori pembuktian 
formal ( formale bewijstheorie ). 
 
Apabila dibandingkan dengan sistem pembuktian 
Conviction-Intime maka sistem pembuktian menurut 
undang-undang secara positif lebih dekat dengan 
prinsip penghukuman berdasar hukum yang artinya 
penjatuhan hukuman terhadap seseorang tidak 
diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas 
kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas 
seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika 
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yang didakwakan benar-benar telah terbukti 
berdasarkan cara dan alat bukti yang sah menurut 
undang-undang.  
 
d) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara 
negatif  ( negatief wettelijk ). 
Sistem pembuktian menurut undang-undang 
secara negatif merupakan teori antara sistem 
pembuktian menurut undang-undang secara positif 
dengan sistem pembuktian Conviction-Intime. 
 
Sistem negatief wettelijk dapat dirumuskan bahwa 
salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh 
keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan alat 
bukti yang sah menurut  undang-undang. Berdasarkan 
rumusan diatas dapat dinyatakan bahwa putusan tidak 
cukup hanya berdasarkan keyakinan hakim saja atau 
hanya berdasar pada alat bukti yang ditentukan undang-
undang tetapi harus dari keyakinan hakim yang sah 
menurut undang-undang dan adanya alat bukti yang 
sah. 
 
Dari beberapa sistem pembuktian diatas yang paling 
tepat diterapkan di Indonesia adalah sistem pembuktian 
negatief wettelijk. Hal ini juga didasarkan pada Pasal 183 
KUHAP yang berbunyi bahwa hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 
bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 
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Sistem pembuktian negatief wettelijk perlu dipergunakan 
berdasarkan 2 ( dua ) alasan yaitu bahwa harus ada keyakinan 
hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan ada aturan 
hukum yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, 
sehingga hakim tidak berbuat sesuai keinginan sendiri tetapi 
berdasarkan perundang-undangan ( Andi Hamzah, 2002 : 
253). 
 
2. Tinjauan Tentang Alat Bukti Petunjuk. 
a. Penggunaan Alat Bukti Petunjuk. 
Pada prinsipnya semua alat bukti mempunyai nilai dan 
kepentingan yang sama, tetapi pada kenyataannya aparat penegak 
hukum tetap memulai penggarapan upaya pembuktian dari urutan 
alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Pada 
tahap penyidikan maupun di sidang pengadilan pembuktian yang 
dilakukan penuntut umum lebih mengedepankan keterangan saksi  
( M. Yahya Harahap, 2002 : 316 ). 
 
Alat bukti petunjuk dipergunakan dalam pembuktian di 
sidang pengadilan apabila alat bukti yang telah dihadirkan oleh 
penuntut umum belum mencukupi mulai dari keterangan saksi, 
surat dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk pada umumnya 
baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi 
batas minimum pembuktian seperti yang digariskan Pasal 183 
KUHAP. Petunjuk sebagai alat bukti, baru mungkin dicari dan 
ditemukan jika telah ada alat bukti yang lain. Persidangan 
pengadilan tidak mungkin terus melompat mencari dan memeriksa 
alat bukti petunjuk sebelum sidang pengadilan memeriksa alat 
bukti yang lain, sebab petunjuk sebagai alat bukti, bukan alat bukti 
yang memiliki bentuk “ substansi tersendiri “. Dia tidak 
mempunyai “wadah” sendiri jika dibandingkan dengan alat bukti 
yang lain ( M. Yahya Harahap, 2002 : 316 ). 
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Alat bukti petunjuk bersifat assessor yaitu tergantung pada 
alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Apabila 
alat-alat bukti tersebut tidak diperiksa dalam persidangan maka 
tidak akan pernah ada alat bukti petunjuk ( M. Yahya Harahap, 
2002 : 316 ).    
 
Petunjuk sebagai alat bukti yang lahir dari kandungan alat 
bukti yang lain selama tergantung dan bersumber dari alat bukti 
yang lain. Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian 
apabila alat bukti yang lain belum dianggap hakim cukup 
membuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan kata lain alat bukti 
petunjuk baru dianggap mendesak mempergunakannya apabila 
upaya pembuktian dengan alat bukti yang lain belum mencapai 
batas minimum pembuktian, oleh karena itu hakim harus lebih dulu 
berdaya upaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang lain 
sebelum berpaling mempergunakan alat bukti petunjuk. Dengan 
demikian upaya mempergunakan alat bukti petunjuk baru 
diperlukan pada tingkat keadaan daya upaya pembuktian sudah 
tidak mungkin diperoleh lagi dari alat bukti yang lain. Dalam batas 
tingkat keadaan demikianlah upaya pembuktian dengan alat bukti 
petunjuk sangat diperlukan ( M. Yahya Harahap, 2002 : 317 ).    
 
b. Nilai Kekuatan Pembuktian Petunjuk. 
Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk sama sifat dan 
kekuatannya dengan alat bukti yang lain hanya mempunyai sifat 
kekuatan pembuktian yang bebas, menurut M. Yahya Harahap 
yaitu antara lain : 
1) Hakim tidak terikat atas kebenaran sesuai yang diwujudkan 
oleh petunjuk, oleh karena itu hakim bebas menilainya dan 
mempergunakannya sebagai upaya pembuktian. 
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2) Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri 
membuktikan kasalahan terdakwa, hakim tetap terikat pada 
prinsip batas minimum pembuktian, oleh karena itu agar 
petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup 
maka harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat 
bukti yang lain. 
( M. Yahya Harahap, 2002 : 317 ). 
 
 
3. Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan. 
a. Pengertian Putusan Pengadilan. 
Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dimaksudkan untuk 
mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara yang diajukan 
kepadanya. Sesudah pemeriksaan selesai selanjutnya diadakan 
musyawarah Majelis Hakim untuk mengambil putusan. Menurut 
Pasal 182 ayat (6) KUHAP bahwa sedapat mungkin musyawarah 
majelis merupakan permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah 
diadakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka 
berlaku ketentuan putusan diambil dengan suara terbanyak, dan 
jika tetap tidak terpenuhi maka putusan yang dipilih adalah putusan 
yang paling menguntungkan bagi terdakwa. 
 
Pasal 1 angka 11 KUHAP menerangkan bahwa putusan 
pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 
terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang. 
 
b. Jenis Putusan Pengadilan. 
Berdasarkan Pasal 191 KUHAP, ada 3 macam sifat putusan 
pengadilan yaitu : 
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1) Bebas dari segala tuduhan ( Vrijspraak ), yaitu bila dakwaan 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 
pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. 
2) Lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van 
rechtsverolgig), artinya bila dalam persidangan terdakwa 
benar-benar melakukan tindak pidana tetapi oleh hukum yang 
bersangkutan tidak dapat dipidana dengan adanya alasan 
pemaaf, bila tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang 
diluar kesadarannya sehingga dimaafkan oleh hukum, diatur 
dalam Pasal 44 KUHP dan alasan pembenar, bila perbuatan 
yang dilakukan oleh seseorang menyimpang dari ketentuan 
hukum akan tetapi berhubung perbuatannya dilakukan atas 
dasar keadaan memaksa, sehingga dapat dibenarkan oleh 
hukum. Diatur dalam Pasal 49 KUHP, yaitu melakukan 
perbuatan pembelaan diri, harta benda atau kehormatan 
karena ada serangan pihak lawan dan pembelaan melampaui 
batas pertahanan karena perasaan terguncang segera pada saat 
itu juga. 
3) Putusan pemidanaan ( Veroodelend vonnis ), bila dakwaan 
terbukti merupakan tindak pidana, sehingga terdakwa terbukti 
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. 
 
c. Unsur-Unsur Putusan Pengadilan. 
Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hakim harus 
mengadili menurut hukum, artinya suatu putusan hakim seberapa 
dapat harus ada 3 ( tiga ) unsur secara proporsional, yaitu: 
1) Putusan harus bermanfaat ( zweckmassigkeid ), baik bagi yang 
bersangkutan maupun bagi masyarakat. Masyarakat dalam hal 
ini berkepentingan, karena masyarakat menginginkan adanya 
keseimbangan tatanan di dalam masyarakat. Dengan adanya 
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sengketa keseimbangan di dalam masyarakat itu akan 
terganggu dan keseimbangan yang terganggu itu harus 
dipulihkan kembali. 
2) Putusan harus adil ( gerechtigkeit ), adil dirasakan para pihak 
yang bersangkutan, kalaupun pihak lawan menilainya tidak 
adil, maka masyarakat harus dapat menerimanya sebagai adil. 
Keadilan adalah penilaian terhadap perbuatan atau perlakuan 
seseorang terhadap orang lain dan lazimnya hanya dilihat dari 
sudut orang yang terkena atau dikenai perlakuan itu. Bicara 
tentang keadilan berarti juga bicara tentang perlindungan 
kepentingan. 
3) Putusan harus mengandung atau menjamin kepastian hukum 
(rechtssicherheit), yang berarti bahwa ada jaminan bahwa 
hukum dijalankan, bahwa yang berhak menuntut hukum dapat 
memperoleh haknya dan bahwa putusannya dilaksanakan.  
( Sudikno Mertokusumo, 1996 : 86 ). 
 
d. Isi Putusan Pengadilan. 
Mengenai isi dari surat keputusan, tetap harus sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditentukan secara rinci dan limitatif dalam 
Pasal 197 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai berikut :  
1) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “ DEMI 
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG 
MAHA ESA “. 
2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan 
terdakwa. 
3) Dakwaan, sebagaimana dalam surat dakwaan. 
4) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan 
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari 
pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan 
kesalahan terdakwa. 
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5) Tuntutan pidana, sebagaimana dalam surat tuntutan. 
6) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
pemidanaan atau tindakan dan pasal perundang-undangan 
yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang 
meringankan dan memberatkan terdakwa. 
7) Hari dan tanggal diadakan musyawarah Majelis Hakim 
kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal. 
8) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah 
terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana 
disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan 
yang dijatuhkan. 
9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan 
menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai 
barang bukti. 
10) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau 
keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat 
otentik yang dianggap palsu. 
11) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan 
atau dibebaskan. 
12) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim 
yang memutus perkara dan nama panitera. 
 
Semua syarat tersebut harus dipenuhi, apabila salah satu 
syarat tidak terpenuhi kecuali yang tersebut pada butir 7 dan butir 9 
maka putusan itu adalah putusan yang batal demi hukum ( Pasal 
197 ayat (2) KUHAP ). Sedangkan mengenai surat putusan bukan 
pemidanaan diatur dalam Pasal 199 ayat (1) KUHAP, yang 
mensyaratkan sebagai berikut : 
1) Memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 
ayat (1), kecuali butir 5, butir 6 dan butir 8. 
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2) Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas dan lepas dari 
segala tuntutan hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal 
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan. 
3) Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan apabila ia 
ditahan. 
 
e. Syarat Sahnya Putusan Pengadilan 
Berdasarkan Pasal 195 KUHAP, semua putusan pengadilan 
sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila : 
1) Memuat hal-hal yang diwajibkan Pasal 197 ayat (1) dan (2) 
KUHAP. 
2) Diucapkan disidang terbuka untuk umum. 
 
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa pengadilan memeriksa 
dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali 
apabila undang-undang menentukan lain. 
 
f. Rumusan Putusan Pengadilan 
Rumusan suatu putusan sangatlah penting karena dari 
rumusan itu dapat diketahui jalan pikiran hakim dan pertimbangan 
apa yang digunakan untuk menjatuhkan putusan tersebut. 
 
Wirjono Prodjodikoro menyatakan sudah selayaknya bagian 
pertimbangan ini disusun oleh hakim serapi-rapinya oleh karena 
putusan hakim selain dari pada mengenai pelaksanaan suatu 
peraturan hukum pidana, mengenai juga hak asasi dari terdakwa 
sebagai warga negara atau penduduk dalam negara, hak-hak mana 
pada umumnya harus dilindungi oleh badan-badan pemerintah. 
Harus diingat bahwa pertimbangan hakim dalam suatu putusan 
yang mengandung penghukuman terdakwa harus ditunjukkan 
terhadap hal-hal terbuktinya peristiwa pidana yang dituduhkan 
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kepada terdakwa. Oleh karena suatu perbuatan yang oleh hakim 
diancam dengan hukuman pidana, selalu terdiri dari beberapa 
bagian, yang merupakan syarat bagi dapatnya perbuatan itu 
dikenakan hukuman ( elementen dari delick ), maka tiap-tiap 
bagian itu harus ditinjau, apakah sudah dapat dianggap nyata 
terjadi (  Wirjono Prodjodikoro, 1962 : 95 ). 
 
4. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan. 
a. Pengertian Tindak Pidana. 
Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan 
perkataan “ strafbaar feit “ untuk menyebutkan apa yang kita kenal 
sebagai ” tindak pidana ” di dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang 
sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “ strafbaar feit “ 
tersebut. Perkataan “ feit “ itu sendiri di dalam bahasa Belanda 
berarti “ sebagian dari kenyataan “ atau “een gedeelte van den 
werkelijkheid “, sedang “ strafbaar “ berarti “ dapat di hukum “, 
sehingga secara harafiah perkataan “ strafbaar feit “ itu dapat 
diterjemahkan sebagai “ sebagian dari suatu kenyataan yang dapat 
dihukum “, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak 
akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah 
manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun 
tindakan ( Lamintang, 1997 : 181 ). 
  
Mengenai tindak pidana digunakan beberapa istilah antara 
lain perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik. Menurut 
Moeljatno yang memakai istilah perbuatan pidana mengatakan 
bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman yang berupa 
pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut  
(Moeljatno, 1983 : 25 ).  
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Menurut Bambang Poernomo perbuatan pidana adalah suatu 
perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam 
dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut ( 
Bambang Poernomo,1982 :130 ). 
 
Menurut Simon yang tercantum dalam bukunya Zambari 
Abidin mengemukakan peristiwa pidana adalah perbuatan salah 
dan melawan hukum yang diancam pidana yang dilakukan oleh 
seseorang yang mampu bertanggung jawab ( Zambari Abidin, 1986 
: 21 ). Perumusan Simon tersebut menunjukkan unsur-unsur 
peristiwa pidana sebagai berikut : 
1) Perbuatan manusia ( handeling ). 
2) Perbuatan manusia itu melawan hukum ( wederrechttelijk ). 
3) Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang                  
( strafbaargesteld ). 
4) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung 
jawab ( teorekeningsvatbaar ). 
5) Perbuatan harus terjadi karena kesalahan pembuat. 
 
Pasal 1 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa tiada suatu 
perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam 
perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. 
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka apabila seseorang dapat 
dihukum harus memenuhi syarat : 
1) Ada suatu norma pidana tertentu 
2) Norma pidana tersebut berdasarkan undang-undang 
3) Norma pidana tersebut harus telah berlaku sebelum perbuatan 
itu terjadi 
 
b. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan. 
Tindak pidana pembunuhan atau dalam KUHP disebut 
sebagai tindak pidana terhadap nyawa. Perkataan “ nyawa “ sering 
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disinonimkan dengan “ jiwa “. Kata nyawa dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia dimuat artinya antara lain pemberi hidup, jiwa, 
roh. Kata jiwa artinya roh manusia ( yang ada dalam tubuh dan yang 
menyebabkan hidup ) dan seluruh kehidupan batin manusia. 
Pengertian nyawa adalah yang menyebabkan kehidupan pada 
manusia, menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan 
pada manusia yang secara umum disebut “ pembunuhan “ ( Laden 
Marpaung, 2000 : 4 ). 
 
Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang 
berbunyi barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang 
dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman 
penjara selama-lamanya lima belas tahun. 
 
Menurut Laden Marpaung, perbuatan yang dapat 
melenyapkan atau merampas nyawa orang lain menimbulkan 
beberapa pendapat yaitu :  
1) Teori aequevalensi dari Von Buri yang disebut juga teori 
conditio sine quanon yang menyamaratakan semua faktor 
yang turut serta menyebabkan suatu akibat. 
2) Teori adaequote dari Van Kries yang juga disebut sebagai 
teori keseimbangan yaitu perbuatan yang seimbang dengan 
akibat. 
3) Teori Individualis dan teori Generalis dari Dr. T. Trager 
yang pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling 
menentukan terjadinya akibat tersebut yang menebabkan, 
sedangkan menurut teori generalis berusaha memisahkan 
setiap faktor yang menyebabkan akibat tersebut. 
( Laden Marpaung, 2000 : 22 ). 
 
Dalam suatu tindak pidana pembunuhan harus ada hubungan 
antara perbuatan yang dilakukan dengan kematian seseorang, 
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terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal asalkan 
pembunuhan tersebut ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang 
lain. 
 
c. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan. 
Tindak pidana pembunuhan termasuk tindak  pidana materiil 
( materiale delict ), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini 
tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi harus 
juga adanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Menurut 
Adami Chazawi tindak pidana pembunuhan terdiri dari beberapa 
jenis, yaitu :  
1) Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok atau Doodslag. 
Pembunuhan biasa adalah suatu tindakan atau perbuatan 
yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja seketika itu 
juga dengan maksud melenyapkan nyawa orang lain dan 
perbuatan itu harus berakibat matinya orang seketika itu juga 
atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan tersebut. 
 
Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan 
sengaja ( pembunuhan ) dalam bentuk pokok dimuat dalam 
Pasal 338 KUHP yang menerangkan bahwa barang siapa 
dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum 
karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman 
penjara selama-lamanya lima belas tahun. 
 
Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain 
terdapat 3 ( tiga ) syarat yang harus dipenuhi yaitu : 
a) Adanya perbuatan. 
b) Adanya suatu kematian ( orang lain ). 
c) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan 
akibat kematian orang lain. 
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2) Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak 
pidana lain. 
Pasal 339 KUHP menerangkan bahwa pembunuhan 
yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan 
pidana yang dilakukan dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau 
untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dalam 
hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan 
penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan 
hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau 
selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. 
 
Adapun unsur-unsur dari pembunuhan yang diikuti atau 
didahului oleh tindak pidana lain adalah : 
a) Semua unsur pembunuhan dalam Pasal 338. 
b) Yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindakan lain. 
c) Pembunuhan dilakukan dengan maksud : 
(1) Untuk mempersiapkan tindak pidana lain. 
(2) Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana 
lain. 
(3) Dalam hal tertangkap tangan ditujukan untuk 
menghindarkan diri sendiri atau peserta lain dari 
pidana atau untuk memastikan penguasaan benda 
yang diperoleh secara melawan hukum ( dari tindak 
pidana lain itu ). 
 
3) Pembunuhan berencana atau Moord. 
Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat 
dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang 
paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk 
kejahatan terhadap nyawa manusia, yang diatur dalam Pasal 
340 KUHP yang menerangkan bahwa barang siapa dengan 
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sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa 
orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencaan 
(moord),dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau 
selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. 
 
Unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya 
mengandung 3 ( tiga ) unsur atau syarat, yaitu : 
a) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang. 
b) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya 
kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. 
c) Pelaksanaan kehendak ( perbuatan ) dalam suasana 
tenang. 
 
4) Pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak 
lama setelah dilahirkan. 
Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap 
bayinya pada saat atau lama setelah dilahirkan, yang dalam 
praktek sering disebut dengan pembunuhan bayi ada dua 
macam yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 341 dan Pasal 
342 KUHP. 
 
Pasal 341 mengatur tentang pembunuhan biasa yang 
dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak 
lama setelah dilahirkan ( kinderdoodsalag ), yang 
menyatakan bahwa seorang ibu yang karena takut akan 
ketahuan melahirkan anak, pada saat atau tidak lama 
kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, 
diancam karena membunuh anaknya sendiri dengan pidana 
penjara paling lama tujuh tahun. 
 
Dalam Pasal 342 mengatur tentang pembunuhan ibu 
terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan 
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dengan direncanakan lebih dahulu ( kindermoord ), yang 
menyatakan bahwa seorang ibu yang untuk melakukan niat 
yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan 
melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama 
kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena 
melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana dengan 
pidana penjara paling lama sembilan tahun. Unsur-unsur  
yang terkandung dalam pasal ini antara lain : 
a) Petindaknya seorang ibu. 
b) Adanya putusan kehendak yang telah diambil 
sebelumnya. 
c) Perbuatannya menghilangkan nyawa. 
d) Obyeknya yaitu nyawa bayinya sendiri. 
e) Waktunya pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama 
setelah bayi dilahirkan. 
f) Takut akan diketahui melahirkan bayi. 
g) Dengan sengaja. 
 
5) Pembunuhan atas permintaan korban. 
Pembunuhan atas permintaan sendiri sering disebut 
eutanasia atau mercy killing. Bentuk pembunuhan ini diatur 
dalam Pasal 344 KUHP yang menyatakan bahwa barang 
siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu 
sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, 
diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
Dalam pasal ini dapat diuraikan beberap unsur sebagai 
berikut : 
a) Perbuatannya itu menghilangkan nyawa. 
b) Obyek nyawa orang lain. 
c) Atas permintaan orang itu sendiri. 
d) Yang jelas dinyatakan secara sungguh-sungguh. 
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Perbedaan yang nyata antara pembunuhan Pasal 344 
KUHP dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah terletak 
bahwa pada pembunuhan Pasal 344 KUHP terdapat unsur 
atas permintaan korban sendiri, yang jelas dinyatakan 
dengan sungguh-sungguh dan tidak dicantumkannya unsur 
kesengajaan sebagaimana dalam rumusan Pasal 338. Faktor 
penyebab lebih ringannya pidana yang diancamkan dari 
Pasal 338,  terletak pada unsur permintaan korban sendiri.  
 
6) Penganjuran atau pertolongan pada bunuh diri. 
Orang yang melakukan pembunuhan atas dirinya 
sendiri tidak diancam hukuman. Akan tetapi orang yang 
sengaja menghasut, menolong orang lain untuk membunuh 
diri dapat dikenakan Pasal 345 KUHP asalkan orang itu 
benar-benar membunuh dirinya sendiri dan mengakibatkan 
kematian. Adapun dalam pasal tersebut menyatakan bahwa 
barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, 
menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi saran 
kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling 
lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri. 
Untuk berlakunya Pasal 345 KUHP tersebut, 
membunuh diri tersebut harus benar-benar dilakukan, artinya 
orang yang melakukan bunuh diri tersebut sampai mati 
karenanya. Apabila tidak sampai kematian itu, maka yang 
melakukan pembujukan atau membantu untuk bunuh diri 
dapat dituntut atas dasar mencoba.   
 
7) Pengguguran dan pembunuhan kandungan. 
Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap 
kandungan diatur dalam 4 ( empat ) pasal yaitu Pasal 346, 
347, 348 dan 349 KUHP. Obyek kejahatan ini adalah 
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kandungan ( janin ), yang dapat berupa sudah berbentuk 
makhluk yaitu manusia dan dapat juga belum berbentuk 
manusia. 
 
Kejahatan mengenai pengguguran dan pembunuhan 
kandungan jika dilihat dari subyek hukumnya dapat 
dibedakan menjadi : 
a) Pengguguran dan pembunuhan kandungan olehnya 
sendiri. 
Pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh 
perempuan yang mengandung itu sendiri, dicantumkan 
dalam Pasal 346 KUHP yang merumuskan bahwa 
seorang perempuan yang dengan sengaja 
menggugurkan atau mematikan kandungannya atau 
menyuruh orang lain untuk itu, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama empat tahun. 
 
Ada empat perbuatan yang dilarang dalam Pasal 
346 KUHP yaitu menggugurkan kandungan, mematikan 
kandungan, menyuruh orang lain untuk menggugurkan 
kandungan dan menyuruh orang lain mematikan 
kandungan. 
 
b) Pengguguran dan pembunuhan kandungan tanpa 
persetujuan perempuan yang mengandung. 
Kejahatan ini dicantumkan dalam Pasal 347 KUHP 
yang berbunyi : 
(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau 
mematikan kandungan seorang perempuan tanpa 
persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama dua belas tahun. 
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(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya 
perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama lima belas tahun. 
 
Ada persamaan dan perbedaan antara Pasal 347 
KUHP dan Pasal 346 KUHP, persamaannya adalah 
perbuatannya yaitu menggugurkan dan mematikan dan 
obyeknya kandungan seorang perempuan. Sedangkan 
perbedaannya adalah dalam Pasal 346 KUHP terdapat 
perbuatan menyuruh ( orang lain ) menggugurkan atau 
mematikan, yang tidak ada dalam Pasal 347. Pada Pasal 
347 KUHP ada unsur tanpa persetujuan ( perempuan  
yang mengandung ). Petindak dalam Pasal 346 KUHP 
adalah perempuan yang mengandung, sedang petindak 
dalam Pasal 347 adalah orang lain ( bukan perempuan 
yang mengandung ).  
 
c) Pengguguran dan pembunuhan kandungan atas 
persetujuan perempuan yang mengandung. 
Kejahatan ini dirumuskan dalam Pasal 348 KUHP 
yang berbunyi : 
(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau 
mematikan kandungan seorang perempuan dengan  
persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara 
selama-lamanya lima tahun enam bulan. 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya 
perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama tujuh  tahun. 
 
Persetujuan artinya dikehendaki bersama dengan 
orang lain, disini ada 2 ( dua ) atau lebih orang yang 
mempunyai kehendak yang sama terhadap gugur atau 
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matinya kandungan itu. Syarat terjadi persetujuan 
adalah harus ada dua pihak yang mempunyai kehendak 
yang sama. 
 
d) Pengguguran atau pembunuhan kandungan oleh dokter, 
bidan atau juru obat.  
Dokter, bidan dan juru obat adalah kualitas pribadi 
yang melekat pada subyek hukum ( petindak ) dari 
kejahatan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 
349 KUHP yang pada pokoknya menerangkan jika 
seorang dokter, bidan atau juru obat membantu 
melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun 
melakukan atau membantu melakukan salah satu 
kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 
348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat 
ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk 
menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan itu 
dilakukan. 
( Adami Chazawi, 2001 : 55-69 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 xlviii 
B. Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 
Kerangka Pemikiran 
 
Keterangan : 
Menurut hukum acara pidana Indonesia apabila seseorang melakukan 
kejahatan maka harus diselesaikan melalui jalur hukum sampai diputus oleh 
hakim di sidang pengadilan. Dalam perkara ini yang dibahas mengenai 
terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 
KUHP. 
 
Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak 
yang berwenang terhadap suatu tindak pidana, maka selanjutnya dapat 
Tindak Pidana Pembunuhan 
Persidangan Pembuktian 
Putusan Hakim 
Memperoleh 
Kebenaran Materiil 
Keterangan 
Terdakwa 
Petunjuk Keterangan 
Saksi 
Surat Keterangan 
Ahli 
Pasal 184 ayat (1) 
KUHAP 
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dilakukan penuntutan oleh penuntut umum yang dapat menyebabkan 
dipidanannya seseorang dengan menunjukkan bukti – bukti di sidang 
pengadilan. Pembuktian dalam tindak pidana didasarkan pada alat – alat bukti 
yang sah yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) yang terdiri dari keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat , petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam tindak 
pidana pembunuhan pada umumya hakim akan merasa kesulitan untuk 
mendapatkan bukti yang akurat dari alat - alat bukti yang sudah dihadirkan di 
persidangkan sehingga berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat dan 
keterangan terdakwa, hakim dapat mengggunakan alat bukti petunjuk untuk 
dapat memutus suatu tindak pidana. Dengan alat bukti yang sudah dihadirkan 
ditambah dengan alat bukti petunjuk hakim dan adanya keyakinan hakim 
maka suatu tindak pidana dapat diputus oleh hakim untuk mendapatkan 
kebenaran materiil yang menerangkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana 
pembunuhan atau tidak, karena dasar hakim dalam memutus suatu tindak 
pidana adalah adanya minimal 2 ( dua ) alat bukti yang sah ditambah dengan 
keyakinan hakim.  
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Alat Bukti Petunjuk Diperoleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Tindak Pidana Pembunuhan. 
1. Deskripsi Kasus. 
Untuk mengetahui bagaimana penerapan alat bukti petunjuk oleh 
hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan, berikut ini 
penulis sajikan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 94 / Pid. B/ 
2000 / PN. Ska tanggal 7 Agustus 2000 atas nama terdakwa Rukidi. Rukidi 
didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Ibu Gito 
alias Mendes dengan cara memukul kepala korban dengan sebuah alu dan 
memukul wajah korban dengan toples, kemudian menusuk leher korban 
dengan toples yang sudah pecah, yang membuat korban lemah dan lunglai 
serta membacok kepala korban dengan arit sehingga menyebabkan korban 
meninggal dunia. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 07A / II 
/ MF / 2000 tanggal 10 Januari 2000 yang dibuat oleh Kedokteran Forensik 
pada Fakultas Kedokteran UNS ( Universitas Sebelas Maret Surakarta ) 
yang menerangkan bahwa korban meninggal dunia karena kerusakan 
jaringan otak yang disebabkan Counter Cop akibat kekerasan benda tumpul.   
 
a. Dakwaan. 
Terhadap terdakwa Rukidi dalam perkara diatas, maka penuntut 
umum mengajukan surat dakwaan sebagai berikut : 
PRIMAIR : 
Bahwa ia terdakwa Rukidi, pada hari Minggu, tanggal 9 Januari 
2000, sekitar pukul 20.00 WIB atau setidak – tidaknya pada salah satu 
hari dalam bulan Januari 2000, bertempat di kawasan Ngemplak 
Rejosari Rt 02 Rw XV, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, 
Kotamadya Surakarta atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang 
masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan 
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sengaja merampas nyawa orang lain yakni bernama Ibu Gito alias 
Mendes, yaitu dengan cara sebagai berikut : 
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 19.45 WIB 
terdakwa datang ke rumah Ibu Gito alias Mendes yang terletak di 
kawasan Ngemplak Rejosari Rt 02 Rw XV, Kelurahan Gilingan, 
Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta atas permintaan Ibu 
Gito alias Mendes beberapa hari sebelumnya dan terdakwa masuk 
ke rumah Ibu Gito alias Mendes melalui pintu depan dan kemudian 
bercakap – cakap dengan Ibu Gito alias Mendes di ruang tengah, 
dan tak lama kemudian antara terdakwa dengan Ibu Gito alias 
Mendes terjadi pertengkaran oleh karena Ibu Gito alias Mendes 
mengungkit masalah hutang terdakwa yang belum lunas kepada 
kekasihnya yaitu ( alm ) Marto Suwarno sejumlah Rp. 500.000,- ( 
lima ratus ribu rupiah ) dan terdakwa mengatakan sudah 
melunasinya, dan oleh karena Ibu Gito alias Mendes bersikeras 
mengatakan hutang terdakwa belum lunas, maka terdakwa menjadi 
marah lantas mengambil sebuah alu yang terletak disudut ruangan 
tengah didekatnya dan kemudian dipukulkan kebagian kepala Ibu 
Gito alias Mendes sebanyak tiga kali sehingga terdiam duduk 
dalam keadaan lemas, dan kemudian terdakwa mengambil toples ( 
lodong ) yang terletak didekat Ibu Gito alias Mendes lalu 
dipukulkan kewajah korban satu kali sehingga toples ( lodong ) 
terjatuh dan pecah kemudian terdakwa  mengambil leher toples 
yang sudah pecah lalu ditusukkan keleher korban dekat telinga kiri 
sebanyak 2 ( dua ) kali sehingga korban terdorong lalu terjatuh dari 
kursinya dalam keadaan lemas dan lunglai, dan selanjutnya 
terdakwa mengambil sebuah arit dari dinding, dekat terdakwa 
berdiri lalu dibacokkan kebagian kepala korban sebanyak 2 ( dua ) 
kali sehingga terluka dan darah muncrat dan mengenai pakaian 
baju kaos terdakwa, dan kemudian terdakwa membuka peti kecil 
berisi surat-surat untuk mencari surat wasiat ( alm ) Marto 
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Suwarno namun terdakwa tidak menemukannya, setelah itu 
terdakwa melihat korban sudak tidak berkutik lagi dan merasa 
yakin bahwa korban sudah meninggal, lalu terdakwa meninggalkan 
korban dan keluar melalui pintu belakang rumah korban. 
- Bahwa keesokan harinya yaitu Senin, tanggal 10 Januari 2000 
tetangga korban bernama Ny. Arsad merasa heran melihat rumah 
korban masih tertutup rapat sehingga pukul 06.30 WIB tidak 
sebagaimana biasanya dan belum melihat Ibu Gito alias Mendes 
(korban), lantas Ny. Arsad membuka pintu rumah korban yang 
ternyata tidak terkunci dan kemudian masuk ke ruang tengah dan 
melihat Ibu Gito alias Mendes tergeletak dilantai berlumuran darah 
dan tak bernyawa lagi dan tidak lama kemudian banyak anggota 
masyarakat disekitarnya berdatangan melihat korban dan oleh 
petugas kepolisian korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. 
Muwardi Surakarta untuk di visum. 
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 07A / II / MF / 2000 tanggal 
10 Januari 2000 yang dibuat oleh Kedokteran Forensik pada 
Fakultas Kedokteran UNS ( Universitas Sebelas Maret Surakarta ), 
menerangkan bahwa korban bernama Ibu Gito alias Mendes, umur 
60 tahun telah diperiksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 
 
Pemeriksaan Luar : 
Ukuran jenazah : panjang 145 cm. 
Pembusukan jenazah : tidak ada. 
Kekakuan jenazah : pada anggota gerak atas sukar digerakkan. 
 
Kepala : 
Rambut : hitam beruban, panjang 95 cm, sukar dibalut, keadaan 
lengket. 
Bagian tertutup rambut : terdapat luka ukuran 5 kali setengah cm 
dalam sampai tulang, lokasi 11 cm dari puncak kepala, 2 cm dari 
telinga kiri. 
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Dahi : terdapat luka ukuran 4 kali setengah cm, lokasi 4 cm dari 
garis tengah, 11 cm dari puncak kepala, luka kedua ukuran 3 kali 
satu kali setengah cm, 6 cm dari puncak kepala, luka ketiga ukuran 
1 kali setengah cm lokasi 1 cm dari diatas alis mata kanan, 3 cm 
dari garis tengah. 
Mata : mata kanan menutup, rambut mata setengah cm, kelopak 
bagian luar lebam, bagian dalam pucat, sekitar atas keadaan mata 
kiri sama dengan mata kanan. Bola mata tidak menonjol, terasa 
kenyal, retak tulang tidak ada. 
Hidung : hidung terdapat luka 4 cm sampai tulang lokasi pada garis 
tengah, 20 cm dari puncak kepala. Dari kedua lubang hidung 
keluar cairan darah. 
Mulut : mulut tertutup, gigi tak kelihatan, bibir atas terdapat luka 
ukuran 1 cm pada garis tengah, bibir bawah terdapat luka ukuran 1 
cm tepat digaris tengah. 
Dalam mulut sulit dinilai. 
Dagu : dagu tidak ada kelainan. 
Pipi : pipi kanan tak ada luka, pipi kiri terdapat luka ukuran 1 cm, 
lokasi 6 cm dari garis tengah, 1 cm dari puncak kepala. Tulang pipi 
kiri retak, lokasi 5 cm dari telinga kiri, 5 cm dari garis tengah, 
terdapat memar pada seluruh pipi kiri. 
Telinga : telinga kanan tak ada kelainan. Telinga kiri terdapat luka 
ukuran 4 cm memotong daun telinga, lokasi 3 cm dari tulang 
bawah telinga kiri. Kedua, luka sepanjang 3 cm, lokasi 2 cm dari 
ujung telinga kiri. 
Leher : tidak ada kelainan. 
Dada : tidak ada kelainan. 
Perut : permukaan sama tinggi dengan dada, tidak ada kelainan. 
Alat kelamin : jenis kelamin perempuan. Rambut kelamin hitam, 
keriting, panjang 4 cm, sukar dicabut. 
Anggota atas :kanan dan kiri tidak ada kelainan. 
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Anggota bawah : kanan dan kiri tidak ada kelainan. 
Punggung : tidak ada kelainan. 
Pantat : tidak ada kelainan. 
Dubur : tidak terdapat tinja.  
 
Pemerikasaan dalam :  
Setelah kulit dada dibuka, tak ada memar dan retak tulang. 
Diafragma kanan setinggi sela iga ke empat, kiri setinggi sela iga 
ke empat. Setelah tulang dada diangkat, bagian jantung tak tertutup 
paru bagian atas satu cm, bagian bawah 9 cm. Tulang dada bagian 
dalam tak ada perlekatan dengan dinding dada bagian dalam, 
mudah dilepas. Dalam rongga dada tak ada cairan. Jantung, paru 
beserta jalan napas diangkat : 
1) Jantung : kantung jantung dibuka, dalamnya terdapat cairan 
1 cm kubik yang dapat diukur. Ukuran jantung 10 kali 12 
kali 4 cm, berat 210 gram, warna merah, tertutup jaringan 
lemak. Pada pembukaan jantung lubang antara bilik kiri dan 
serambi kiri 8 cm. Klep jantung warna kecoklatan, otot 
papilaris normal. Dalam ruang jantung tak ada kelainan. 
Tebal otot jantung 2 cm, tebal otot bilik kiri 2 cm. Acara 
lingkaran 2 setengah cm. Arteri pulmonalis dibuka, ukuran 
lingkaran 3 cm. 
2) Paru-paru : kanan terdiri dari tiga bagian, tiap bagian tidak 
ada perlekatan, mudah dilepas, warna pucat, konsistensi 
lunak, tepi tajam, permukaan licin, ukuran 17 kali 26 kali 4 
cm, berat 400 gram. Pada pengirisan warna jaringan coklat 
bercak hitam, keluar cairan. Paru kiri warna pucat. Terdiri 
dua bagian, tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepas, 
berat 250 gram, ukuran 20 kali 14 kali 4 cm, permukaan 
licin, pada pengirisan warna jaringan coklat ada bercak 
hitam. 
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3) Kepala : kulit kepala dibuka, terdapat memar ukuran enam 
kali tujuh cm kedalaman sampai tulang, lokasi 6 cm dari 
telinga kiri, 15 cm dari puncak kepala. Luka ukuran 5 kali 1 
cm kedalaman sampai tulang, lokasi 8 cm dari telinga kiri, 
21 cm dari puncak kepala. Luka ukuran empat kali satu cm 
sampai tulang, lokasi 2 cm dari telinga kiri dan 10 cm dari 
puncak kepala. Tulang atap dibuka, tak ada pendarahan 
diatas selaput otak. Selaput otak dibuka, terdapat pendarahan 
di bawah selaput otak dan pada permukaan otak. Otak 
diangkat, ukuran 17 setengah kali 11 kali 8 cm, berat 1250 
gram. Otak sebelah kanan terdapat memar ukuran 14 kali 9 
cm, lokasi 56 cm dari garis tengah. Terdapat kerusakan otak 
ukuran 7 kali 5 cm, lokasi 10 cm dari garis tengah pada tepi 
sebelah kanan. Pada pembukaan otak, gambar pembuluh 
tidak ada kelainan. Cyrus dan sulci tak ada kelainan. Pada 
pengirisan otak besar tak ada jendalan darah. 
 
Kesimpulan :  
Korban meninggal dunia karena kerusakan jaringan otak yang 
disebabkan Counter cop akibat kekerasan tumpul. 
Visum et repertum tersebut terlampir dalam berkas perkara.   
 
- Barang Bukti dalam perkara ini berupa : 1 ( satu ) potong kayu 
berbentuk alu berukuran panjang 60 cm, 1 ( satu ) buah arit tanpa 
gagang kayu, 1 ( satu ) potong baju kaos warna biru, 1 ( satu ) 
bagian pecahan toples ( lodong ), dan 1 ( satu ) buah peti atau kotak 
yang terbuat dari kayu. 
 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 
Kitab Undang Undang Hukum Pidana ( KUHP ). 
 
SUBSIDAIR 
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Bahwa ia terdakwa RUKIDI, pada waktu dan tempat yang sama 
sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, dengan sengaja 
melakukan penganiayaan terhadap orang bernama Ibu Gito alias 
Mendes menjadi mati, yaitu dengan cara sebagai berikut : 
- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, yakni pada hari 
Minggu, tanggal 9 Januari 2000 sekitar pukul 19.45 WIB terdakwa 
datang kerumah Ibu Gito alias Mendes yang terletak di kawasan 
Ngemplak Rejosari Rt 02 Rw XV, Kelurahan Gilingan, Kecamatan 
Banjarsari, Kotamadya Surakarta atas permintaan Ibu Gito alias 
Mendes beberapa hari sebelumnya dan terdakwa masuk ke rumah 
Ibu Gito alias Mendes melalui pintu depan dan kemudian bercakap 
– cakap dengan Ibu Gito alias Mendes di ruang tengah, dan tak 
lama kemudian antara terdakwa dengan Ibu Gito alias Mendes 
terjadi pertengkaran oleh karena Ibu Gito alias Mendes mengungkit 
masalah hutang terdakwa yang belum lunas kepada kekasihnya 
yaitu ( alm ) Marto Suwarno sejumlah Rp. 500.000,- ( lima ratus 
ribu rupiah ) dan terdakwa mengatakan sudah melunasinya, dan 
oleh karena Ibu Gito alias Mendes bersikeras mengatakan hutang 
terdakwa belum lunas, maka terdakwa menjadi marah lantas 
mengambil sebuah alu yang terletak disudut ruangan tengah 
didekatnya dan kemudian dipukulkan kebagian kepala Ibu Gito 
alias Mendes sebanyak tiga kali sehingga terdiam duduk dalam 
keadaan lemas, dan kemudian terdakwa mengambil toples ( lodong 
) yang terletak didekat Ibu Gito alias Mendes lalu dipukulkan 
kewajah korban 1 ( satu ) kali sehingga toples ( lodong ) terjatuh 
dan pecah kemudian terdakwa  mengambil leher toples yang sudah 
pecah lalu ditusukkan keleher korban dekat telinga kiri sebanyak 2 
( dua ) kali sehingga korban terdorong lalu terjatuh dari kursinya 
dalam keadaan lemas dan lunglai, dan selanjutnya terdakwa 
mengambil sebuah arit dari dinding, dekat terdakwa berdiri lalu 
dibacokkan kebagian kepala korban sebanyak 2 ( dua ) kali 
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sehingga terluka dan darah muncrat dan mengenai pakaian baju 
kaos terdakwa, dan kemudian terdakwa membuka peti kecil berisi 
surat-surat untuk mencari surat wasiat ( alm ) Marto Suwarno 
namun terdakwa tidak menemukannya, setelah itu terdakwa 
melihat korban sudak tidak berkutik lagi dan merasa yakin bahwa 
korban sudah meninggal, lalu terdakwa meninggalkan korban dan 
keluar melalui pintu belakang rumah korban. 
- Bahwa keesokan harinya yaitu Senin, tanggal 10 Januari 2000 
tetangga korban bernama Ny. Arsad merasa heran melihat rumah 
korban masih tertutup rapat sehingga pukul 06.30 WIB tidak 
sebagaimana biasanya dan belum melihat Ibu Gito alias Mendes 
(korban), lantas Ny. Arsad membuka pintu rumah korban yang 
ternyata tidak terkunci dan kemudian masuk ke ruang tengah dan 
melihat Ibu Gito alias Mendes tergeletak dilantai berlumuran darah 
dan tak bernyawa lagi dan tidak lama kemudian banyak anggota 
masyarakat disekitarnya berdatangan melihat korban dan oleh 
petugas kepolisian korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. 
Muwardi Surakarta untuk di visum. 
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 07A / II / MF / 
2000 tanggal 10 Januari 2000 yang dibuat oleh Kedokteran 
Forensik pada Fakultas Kedokteran UNS ( Universitas Sebelas 
Maret Surakarta ), menerangkan bahwa korban bernama Ibu Gito 
alias Mendes mengalami luka-luka diberbagai tempat yakni 
dibagian hidung, dahi, pipi dan kepala yang kedalamannya sampai 
tulang yang ukurannya masing-masing luka sebagaimana 
diterangkan secara rinci pada dakwaan primair diatas, dan pada 
kesimpulan dinyatakan bahwa korban meninggal karena kerusakan 
jaringan otak yang disebabkan Counter cop akibat kekerasan 
tumpul. 
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- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan penganiayaan 
dengan sengaja, maka korban bernama Ibu Gito alias Mendes 
menjadi mati atau meninggal dunia. 
- Bahwa Barang Bukti dalam perkara ini berupa : 1 ( satu ) potong 
kayu berbentuk alu berukuran panjang 60 cm, 1 ( satu ) buah arit 
tanpa gagang kayu, 1 ( satu ) potong baju kaos warna biru, 1 (satu) 
bagian pecahan toples ( lodong ), dan 1 ( satu ) buah peti atau kotak 
yang terbuat dari kayu. 
 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 
ayat (3) Kitab Undang Undang Pidana ( KUHP ). 
 
b. Keterangan Saksi. 
Dalam membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan 
saksi-saksi yang diperiksa di pengadilan yaitu : 
1) Ny. Arsad : 
- Bahwa kejadian penganiayaan Ibu Gito alias Mendes terjadi 
pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2000 sekitar pukul 20.00 
WIB. 
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Ngemplak, Rejosari Rt 02 
Rw XV Kelurahan Gilingan, Banjarsari, Surakarta. 
- Bahwa saksi tahu korbannya bernama Ibu Gito alias Mendes. 
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban kira-kira 10 
meter, rumahnya hanya dibelakangnya adu tembok. 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Rukidi. 
- Bahwa saksi tidak pernah ngobrol dengan terdakwa. 
- Bahwa sebelum kejadian peristiwa tersebut, sekitar pukul 20.00 
WIB saksi dirumah mendengar teriakan suara “ aduh “ 2 ( dua ) 
kali, lalu saksi keluar dan menanyakan kepada tetangga 
sebelah, tetapi tetangga saksi tersebut tidak mendengar suara 
apa-apa, lalu saksi ngobrol sampai pukul 23.00 WIB, karena 
sudah malam lalu saksi masuk rumah untuk istirahat. 
 lix
- Bahwa yang ada dirumah korban adalah hanya Ibu Gito alias 
Mendes sendiri. 
- Bahwa pekerjaan Ibu Gito alias Mendes adalah berdagang 
jualan bumbon. 
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa masuk rumah Ibu Gito alias 
Mendes. 
- Bahwa saksi tahu Ibu Gito alias Mendes meninggal, setelah ada 
orang yang minta tolong kepada saksi untuk membangunkan 
Ibu Gito alias Mendes karena akan membeli arang, akan tetapi 
pintunya tertutup, lalu saksi membukakan pintu dan setelah 
pintunya dibuka ternyata Ibu Gito alias Mendes sudah 
meninggal keluar darah, lalu saksi teriak-teriak kemudian 
orang-orang disekitarnya banyak berdatangan. 
- Bahwa posisi Ibu Gito alias Mendes mujur keselatan, karena 
banyak orang berdatangan lalu memanggil polisi. 
- Bahwa yang sering datang ke rumah Ibu Gito alias Mendes 
adalah terdakwa RUKIDI. 
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti. 
- Bahwa pada malam kejadian tersebut ditempat sekitarnya tidak 
ada orang lewat karena pada takut orang mabuk-mabukan dan 
minum-minum. 
- Bahwa jarak rumah terdakwa RUKIDI dengan rumah korban 
jauh, naik becak masih Rp. 1000,- ( seribu rupiah ). 
- Bahwa saksi tidak tahu datangnya dan keluarnya terdakwa dari 
rumah korban ( Ibu Gito alias Mendes ). 
- Bahwa benar korban diperiksa polisi. 
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi setelah 2 ( dua ) hari 
kejadian itu. 
- Bahwa rumah korban ( Ibu Gito alias Mendes ) kosong.  
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- Bahwa sebelum kejadian peristiwa, pukul 06.00 sore korban 
pernah ngobrol dengan saksi, lalu saksi pulang ke rumah 
merebus air. 
- Bahwa saksi tidak mendengar suara orang ngobrol di rumah 
Ibu Gito alias Mendes. 
- Bahwa saksi tidak melihat luka-luka korban. 
- Bahwa sebenarnya saksi akan menolong korban, karena tahu 
darah korban yang keluar, lalu saksi takut. 
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa melakukan penganiayaan. 
 
2) Ny. Setro Taruno : 
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Gito alias Mendes. 
- Bahwa jarak rumah korban dengan rumah saksi kira-kira 20 
meter. 
- Bahwa saksi tidak mendengar teriakan, hanya pagi harinya 
saksi mau titip beli bumbon, berhubung pintunya masih tutup 
lalu saksi langsung ke pasar. 
- Bahwa saksi tidak pernah ngobrol dengan Ibu Gito alias 
Mendes. 
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang buktinya. 
- Bahwa Ibu Gito alias Mendes meninggal, saksi tidak melayat 
karena tidak dapat lelayu, karena saksi dari rumah sakit 
langsung ke tempat anaknya. 
- Bahwa Ibu Gito alias Mendes meninggal saksi tidak tahu, 
tahunya Ibu Gito alias Mendes ada dipasar, lalu saksi ke pasar 
tidak ada, kenyataannya Ibu Gito alias Mendes sudah lama 
tidak berjualan. 
- Bahwa Ibu Gito alias Mendes meninggal saksi diberitahu oleh 
teman matinya dibunuh orang. 
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3) Ny. Giyono : 
- Bahwa saksi mendengar teriakan minta tolong pada hari Senin 
9 Januari 2000 sekitar pukul 20.00 WIB. 
- Bahwa saksi mendengar teriakan tersebut 1 ( satu ) kali, lalu 
saksi ke tempat Ibu Arsad sampai pukul 21.00 WIB tidak ada 
apa-apa, lalu saksi pulang ke rumah kemudian pagi harinya Bu 
Arsad teriak “ Bu Gito meninggal dunia “ saksi tidak melihat 
korban karena matinya dibunuh. 
- Bahwa jarak rumah saksi dan rumah Ibu Gito alias Mendes 
kira-kira 10 meter. 
- Bahwa saksi mendengar teriakan minta tolong dari arah timur. 
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa. 
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang buktinya. 
- Bahwa saksi tidak melihat orang diluar rumah, karena gelap 
tidak kelihatan sama sekali, saksi tidak turun dan saksi bilang 
paling orang mabuk-mabukan, karena ditempat daerah ini 
tempatnya orang mabuk. 
 
4) Ny. Wagiyo : 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 1990. 
- Bahwa kenalnya karena suami saksi mengajar SD dan selalu 
bertemu dengan terdakwa. 
- Bahwa terdakwa sering datang ke rumah saksi. 
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Gito alias Mendes, karena saksi 
sering belanja ke rumah korban, kebetulan terdakwa disitu. 
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian peristiwa tersebut, karena 
saksi waktu peristiwa itu di Sragen. 
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pada bulan puasa, 
terdakwa mengantar surat ke SD Rejosari. 
- Bahwa setelah tahu kejadian tersebut, tepatnya lebaran kedua, 
saksi lalu pulang dari Sragen hari Senin pukul 09.00 WIB, 
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setelah sampai dirumah saksi mendengar berita bahwa Mbah 
Gito alias Mendes mati dibunuh orang. 
- Bahwa pada waktu itu mayatnya belum dimakamkan. 
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian kira-kira 50 
meter. 
- Bahwa saksi pernah ngobrol dengan terdakwa pada bulan puasa 
tanggalnya lupa, saksi berkata kepada terdakwa “ Pakde Rukidi 
diarep-arep Mbah Mandes, Pakde kon dolan “. 
- Bahwa saksi sering tahu terdakwa ditempat korban karena 
sering belanja disitu 15 hari sebelum kejadian itu terjadi. 
- Bahwa pelakunya ditangkap polisi selang 7 ( tujuh ) hari, saksi 
tahu membaca koran ditulis “ Rkd “. 
- Bahwa Ibu Gito alias Mendes selama masih hidup orangnya 
baik dan sumeh. 
  
5) Suwarno AL. NO : 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, satu kampung lain RT, 
dan kenalnya sejak kecil. 
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa kira-kira 500 
meter. 
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah penjaga SD, yang tugasnya 
siang malam dan rumahnya 1 ( satu ) komplek SD. 
- Bahwa saksi diperiksa polisi tidak mengerti sebagai apa. 
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya, katanya sehabis lebaran 
tahun lalu. 
- Bahwa saksi mendengar ada pembunuhan, katanya yang 
dibunuh Ibu Gito alias Mendes. 
- Bahwa saksi tahu kejadian itu awal Februari 2000, tahunya dari 
adik saksi pulang ke desa katanya Ibu Gito alias Mendes 
dibunuh orang. 
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- Bahwa saksi tidak menengok korban, dan tidak tahu siapa yang 
membunuh, hanya saksi mendengar berita Rukidi  (terdakwa) 
dituduh membunuh Ibu Gito alias Mendes. 
- Bahwa saksi mendengar berita tersebut dari adiknya. 
- Bahwa Ibu Gito alias Mendes dibunuh masalahnya tanah 
berbentuk kebon + 2000 meter atas nama Marto Suwarno, Pak 
Marto Suwarno minta bagian 200 meter perorang dan terdakwa 
dituduh beli tanah 150 meter sama Pak Marto Suwarno. 
- Bahwa saksi tahu hubungan masalah tanah dengan kejadian 
tersebut. 
- Bahwa Marto Suwarno itu masih kakak sambungan dengan 
terdakwa. 
- Bahwa saksi tahu Pak Marto Suwarno satu rumah dengan Ibu 
Gito alias Mendes. 
- Bahwa dalam acara pemeriksaan polisi menjawab masalah 
tanah, karena ditanya oleh polisi masalah tanah. 
- Bahwa sehubungan terdakwa dengan Pak Marto Suwarno 
adalah anak angkat. 
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Gito alias Mendes waktu ada 
hajad. 
- Bahwa terdakwa pernah beli tanah dari Pak Marto Suwarno +  
150 meter, dan sudah dibayar lunas. 
- Bahwa terdakwa adalah anak angkat Pak Marto Suwarno tetapi 
terdakwa ikut ibunya asli yang rumahya dekat. 
- Bahwa saksi tidak kenal dengan barang bukti itu sama sekali. 
   
6) Sudarman Wiro Martono : 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga. 
- Bahwa Ibu Gito alias Mendes meninggal dunia, saksi tidak 
tahu. 
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- Bahwa hubungan Pak Marto Suwarno dengan Ibu Gito alias 
Mendes saksi tidak tahu. 
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ibu Gito alias Mendes. 
- Bahwa hubungan dengan kejadian tersebut saksi tidak 
mengerti. 
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Marto Suwarno dulu pernah 
tinggal di Kampung Sawahan dan sekarang tidak tahu. 
- Bahwa KTP saksi pernah dipinjam oleh Pak Marto Suwarno 10 
tahun yang lalu. 
- Bahwa saksi tidak kenal sama sekali dengan barang bukti yang 
diajukan di persidangan.   
 
7) Kasiman bin Kartodirejo : 
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah 
pembunuhan dengan korban Ibu Gito alias Mendes. 
- Bahwa Ibu Gito alias Mendes adalah ibu mertua saksi. 
- Bahwa saksi tahu Ibu Gito alias Mendes meninggal, karena 
diberi tahu oleh tetangga Bu Gito pukul 07.00 pagi. 
- Bahwa sebelum kejadian ini terjadi, saksi siang harinya ke 
rumah korban. 
- Bahwa permasalahan Ibu Gito alias Mendes dibunuh , saksi 
tidak tahu. 
- Bahwa saksi tidak pernah diajak membicarakan sesuatu dengan 
Ibu Gito alias Mendes. 
- Bahwa tidak tahu barang milik korban yang hilang. 
- Bahwa terdakwa katanya anak angkat Pak Marto Suwarno, dan 
saksi kenal dengan terdakwa. 
- Bahwa meninggalnya Ibu Gito alias Mendes pada hari lebaran 
kedua dirumah sendiri, dan saksi melihat korban sudah 
meninggal. 
- Bahwa siapa yang membunuh korban saksi tidak tahu. 
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- Bahwa setelah Ibu Gito alias Mendes dibunuh orang, korban 
lalu dibawa ke rumah sakit. 
- Bahwa selanjutnya yang saksi lakukan adalah mempersiapkan 
pemakaman. 
- Bahwa Ibu Gito alias Mendes dimakamkan di Pajang. 
- Bahwa setelah pemakaman keluarga terdakwa datang ke rumah 
saksi, isteri terdakwa datang dan minta maaf untuk 
meringankan hukuman, lalu saksi katakan hukuman yang 
memutuskan pengadilan. 
- Bahwa isteri terdakwa datang ke rumah saksi satu kali. 
- Bahwa pada waktu isteri terdakwa datang, terdakwa sudah 
ditahan polisi. 
- Bahwa datangnya isteri terdakwa ke rumah saksi kira-kira 50 
hari setelah kejadian meninggalnya Ibu Gito alias Mendes. 
- Bahwa isteri terdakwa datang ke rumah saksi tidak pesan apa-
apa dan atas inisiatif sendiri. 
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik 
korban. 
 
8) Rajiyo : 
- Bahwa saksi pernah dipanggil polisi sehubungan dengan 
meninggalnya Ibu Gito alias Mendes. 
- Bahwa Ibu Gito alias Mendes itu ibu saksi sendiri. 
- Bahwa saksi mendengar Ibu Gito alias Mendes meninggal dari 
adik saksi sekitar pukul 06.30 pagi, ibu mengalami kecelakaan, 
lalu saksi kerumah ibu di Ngemplak, setelah sampai disana 
ternyata sudah banyak kerumunan orang, lalu saksi 
menanyakan kepada orang-orang disitu ada apa, lalu dijawab 
ibu dibunuh orang dengan kepala dibacok, lalu saksi menemui 
petugas, lalu saksi disuruh masuk kemudian diberitahu kalau 
Ibu Gito dibunuh orang. 
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- Bahwa saksi tidak sampai hati melihat jenazah Ibu Gito karena 
luka bacokan dan berlumuran darah. 
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, alu 
milik ibu saksi, tetapi kotak tidak tahu milk siapa. 
- Bahwa saksi melihat ibu terakhir masih hidup 1 ( satu ) minggu 
sebelum kejadian. 
- Bahwa saksi pada waktu lebaran tidak ke rumah ibu Gito 
karena repot. 
- Bahwa setelah jenazah dari rumah sakit lalu disemayamkan di 
rumah adik Sanggrahan, lalu dimakamkan di Pajang. 
- Bahwa dengan keluarga atau isteri terdakwa masih ada 
hubungan keluarga, saksi bilang “ kok terjadi begitu to mbak ” 
( mbak Rukidi ) datang kerumah berdua. 
-  Bahwa isteri terdakwa bilang, “ saya minta maaf ya dik “, lalu 
saksi menjawab “ ya “ dan kata-kata lain dari isteri terdakwa “ 
maafkan kakakmu “. 
- Bahwa korban tidak pernah cerita kepada saksi, kelihatannya 
setelah bapaknya meninggal sering diteror orang, pintu rumah 
sering didodoki ( diketuk-ketuk ) orang dari belakang. 
- Bahwa pintunya pernah didodoki orang 3 ( tiga ) kali dan siapa 
yang dodoki saksi tidak tahu, masalahnya karena ibu saksi 
tidak pernah cerita. 
- Bahwa pada waktu Ibu Gito alias Mendes meninggal tedakwa 
maupun isteri terdakwa tidak melayat.  
 
9) Ny. Martiyem : 
- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu itu, hari Senin tanggal 10 
Januari 2000, sewaktu saksi berada dirumah mendapat telepon 
dari Ngemplak sekitar jam 07.00 pagi dengan pesan agar segera 
datang ke Ngemplak ditunggu orang. 
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- Bahwa setelah saksi datang ke Ngemplak, saksi melihat di 
rumah ibu saksi banyak orang, ternyata setelah masuk ke 
rumah, saksi menjerit-jerit karena melihat Ibu Gito alias 
Mendes meninggal dibunuh orang. 
- Bahwa kemudian Ibu Gito dibawa ke rumah sakit, setelah dari 
rumah sakit disemayamkan di rumah di Sanggrahan dan malam 
itu juga dimakamkan di Pajang. 
- Bahwa saksi tidak melihat keadaan korban. 
- Bahwa saksi tidak tahu yang membunuh Ibu Gito alias Mendes, 
baru tahu setelah 40 hari maninggalnya Ibu Gito setelah saksi 
membaca koran yang membunuh adalah Pak Rukidi. 
- Bahwa pada hari Sabtu malam Minggu saksi menginap di 
rumah Ibu Gito alias Mendes, baru Minggu sorenya saksi 
pulang ke rumah Sanggrahan. 
- Bahwa sebelum Bu Gito meninggal tidak ada keluhan dan tidak 
mengatakan apa-apa. 
- Bahwa Ibu Gito di rumah sendirian. 
- Bahwa keluhan Ibu Gito paling-paling kalau sakit masuk angin. 
- Bahwa setelah suami Bu Gito meninggal sering ada yang 
mengganggu, pintu rumah sering didodoki sampai empat kali 
dan yang mendodoki pintu tersebut tidak tahu. 
- Bahwa yang diceritakan korban kepada tetangga, bahwa korban 
diancam patinya keponakannya. 
- Bahwa keadaan korban dalam sepintas sudah diperban dan 
berada dalam peti. 
- Bahwa setelah korban dimakamkan beberapa hari kemudian 
Ny. Rukidi datang ke rumah saksi untuk meminta maaf. 
- Bahwa yang dikatakan Ny. Rukidi minta maaf, lalu maaf yang 
bagaimana, lalu Ny. Rukidi menjawab bahwa suaminya 
(Rukidi) diancam hukuman 4 ( empat ) tahun penjara, minta 
keringanan 3 ( tiga ) tahun, mohon ditulis secara tertulis. 
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- Bahwa Ny. Rukidi datang ke rumah saksi 40 hari setelah 
meninggalnya Ibu Gito alias Mendes bersama adik iparnya Pak 
Manto. 
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah 
benar milik korban.   
 
10) Ny. Sri Rahayu : 
- Bahwa korban yang meninggal adalah mertua saksi. 
- Bahwa pada hari lebaran suami saksi yang menengok 
Ngemplak, saksi menunggu di rumah. 
- Bahwa saksi tidak pernah ke rumah korban, hanya pada waktu 
100 harinya Pak Marto Suwarno, yang sebelum meninggal 
serumah dengan korban. 
- Bahwa akan melihat jenazah dalam peti mau dibuka, katanya 
muka korban sudah rusak. 
- Bahwa pintunya pernah didodoki orang 3 ( tiga ) kali dan siapa 
yang dodoki saksi tidak tahu. 
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi 
tidak tahu milik siapa. 
 
11) Ny. Murwani : 
- Bahwa Ibu Gito alias Mendes meninggal, saksi tidak melayat. 
- Bahwa saksi belum pernah ke rumah Ibu Gito alias Mendes. 
- Bahwa saksi tahu Pak Marto Suwarno itu bapak angkat 
tedakwa, tetapi tidak serumah karena rumahnya berdekatan. 
- Bahwa saksi ke rumah Sri Rahayu yang menyuruh pak polisi 
yang bernama Sukarno, untuk minta maaf. 
- Bahwa saksi datang ke rumah Sri Rahayu bersama dengan 
adiknya bernama Pak Manto, setelah sampai disana yang 
dibicarakan hanya minta maaf. 
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- Bahwa saksi kesana dengan membawa pisang, saksi tidak 
ngomong apa-apa, karena sudah diwakilkan sama adik iparnya 
yang pokoknya minta maaf. 
- Bahwa saksi pertama minta maaf, lalu marah dan kata-katanya 
menyakitkan hati kemudian saksi pulang sambil menangis. 
- Bahwa saksi tidak mendengarkan apa yang adik iparnya 
katakan kepada Bu Martiyem. 
- Bahwa kemudian yang dibicarakan adalah mengenai surat 
pernyataan diminta oleh saksi, adik ipar saksi juga minta hal 
yang sama, tetapi kelihatannya keluarga korban enggan untuk 
membuat surat pernyataan, lalu Bu Martiyem mengatakan 
kalau minta maaf ya sama Tuhan, padahal saksi ke rumah 
korban atas anjuran polisi. 
- Bahwa saksi ke rumah saksi Martiyem sebanyak 3 ( tiga ) kali 
dan ditolak satu kali dan yang dibicarakan sama. 
- Bahwa saksi tahu korban Ibu Gito alias Mendes meninggal, 
setelah mambaca surat kabar beberapa hari kemudian setelah 
kejadian. 
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2000 di rumah saksi 
ada tamu dari Purwodadi bernama Saino bersama anak kecil 
namanya Novi dan yang menerima terdakwa Rukidi sendiri. 
- Bahwa kira-kira jam 06.00 WIB sore tamu sudah berada di 
rumah lalu ngobrol sampai jam 07.00 malam, lalu makan 
malam bersama sekitar jam 07.30 malam, kemudian nonton TV 
sampai pukul 08.30 malam, setelah itu ngobrol sampai pukul 
11.30 malam lalu tidur. 
- Bahwa pada waktu itu terdakwa tidak keluar rumah, esok 
harinya saksi diajak Saino ke Purwodadi, kemudian kembali di 
Solo jam 09.00 malam. 
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- Bahwa Rukidi diperiksa polisi tanggal 28 Februari 2000 
didatangi polisi, kemudian kira-kira 1 ( satu ) jam kemudian 
pulang, polisinya bernama Pak Karno. 
- Bahwa kemudian Pak Rukidi dipanggil polisi kedua pada 
tanggal 13 Februari 2000 dan sejak saat itu Rukidi tidak 
pulang. 
     
12) Sumanto ( Saksi Yang Meringankan ) : 
- Bahwa saksi sering bertemu dengan terdakwa. 
- Bahwa sebelumnya saksi sama sekali tidak tahu kejadian 
tersebut, saksi mulai tahu karena diberi tahu oleh ibu mertua, 
dia bilang bahwa Pak Rukidi dipanggil polisi. 
- Bahwa saksi tahu hal tersebut 2 ( dua ) hari setelah kajadian. 
- Bahwa keluarganya setelah diberitahu lalu bingung dan 
ketakutan, kemudian hari berikutnya Pak Rukidi di besuk dan 
bertemu dengan bapak polisi yang bernama Pak Karno, lalu 
Pak Karno memberi nomor telepon supaya kalau ada hal-hal 
yang diketahui telepon ke rumah, dan kalau perlu datang ke 
rumah Pak Karno, lalu kontak pukul 06.00 sore keluarganya 
datang ke rumah. 
- Bahwa setelah itu diberi nomor handphonenya Pak Karno di 
kantor Polresta Surakarta, waktu itu juga saksi menemui Pak 
Karno dan menanyakan dakwaan Pak Rukidi. 
- Bahwa dakwaannya adalah bahwa Pak Rukidi menganiaya 
orang yang bernama Ibu Gito alias Mendes. 
- Bahwa yang saksi lakukan adalah datang ke rumah Pak Radiyo 
untuk meminta penjelasan tertulis yang isinya mohon 
keringanan hukuman kepada Kapolres Surakarta. 
- Bahwa saksi datang lagi 2 ( dua ) hari kemudian untuk minta 
surat pernyataan maaf secara tertulis, maaf dalam arti untuk 
surat dakwaannya. 
 lxxi
- Bahwa hasilnya tidak bisa mengasih surat, dirumah diterima 
oleh isterinya, dan isterinya bilang bapaknya tidak ada 
dirumah. 
- Bahwa minta surat pernyataan tersebut adalah saran dari Pak 
Karno. 
- Bahwa pendidikan saksi adalah SD. 
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sopir mobil barang untuk dalam 
dan luar kota. 
- Bahwa saksi datang ke rumah Pak Radiyo adalah untuk minta 
maaf, karena dakwaan polisi sudah masuk mass media. 
- Bahwa pada waktu Ibu Gito meninggal saksi tidak melayat, 
karena waktu itu saksi bingung. 
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu Gito alias Mendes satu rumah 
dengan Pak Marto Suwarno. 
- Bahwa saksi diberi saran oleh pak polisi supaya minta maaf, 
karena saksi tidak sempat berembug dengan Bu Rukidi. 
- Bahwa sebab minta maaf karena salah. 
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali Pak Rukidi menganiaya Ibu 
Gito alias Mendes, karena saksi hanya mewakili Bu Rukidi 
minta maaf, tidak bisa datang melayat waktu Ibu Gito alias 
Mendes meninggal. 
- Bahwa kedatangan saksi ke rumah Pak Radiyo untuk 
memintakan penangguhan penahanan Pak Rukidi. 
 
13) Cholid Galih Dwi PAP ( Saksi Yang Meringankan ) : 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa. 
- Bahwa saksi sering bermain ke rumah, karena disitu ada 
masjidnya. 
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa hanya selang 
1 ( satu ) rumah. 
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- Bahwa saksi datang ke rumah Pak Rukidi tanggal 9 Januari 
2000, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, dan waktu itu 
saudaranya dari Purwodadi yang bernama Saino dan anaknya 
yang bernama Novi datang sebagai tamu Pak Rukidi, saksi 
bertemu dengan Pak Rukidi pukul 04.30 sore, di masjid pukul 
06.00 sore, setelah dari masjid kembali ngobrol lagi sampai 
pukul 07.00 malam, lalu kembali ke masjid, setelah pulang 
pukul 07.00 makan malam bersama Pak Rukidi, dan setelah 
makan malam ngobrol lagi sambil nonton TV, Pak Rukidi 
dengan tamunya membicarakan keberangkatan ke Madiun. 
- Bahwa saksi yakin melihat Pak Rukidi  di rumah, karena pukul 
06.00 sampai dengan pukul 7.00 malam keluarganya bersama 
saksi ke masjid, selain ke masjid tidak pernah keluar, terdakwa 
nonton TV bersama tamunya, waktu itu acaranya Srimulat. 
- Bahwa ukuran rumah Pak Rukidi 4x6 meter, tanpa disekat, 
bicara didapur sama didepan dan kalau ada orang lewat pasti 
terlihat.  
- Bahwa saksi adalah lulusan sarjana farmasi tahun 1996 di 
Jakarta. 
- Bahwa saksi tinggal di Solo ikut saudara di Bonorejo namanya 
Haryanto. 
- Bahwa saksi bermain ke rumah Pak Rukidi untuk ngobrol, 
mondar-mandir kedapur ambil minum sendiri. 
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya, tahu-tahu setelah 
membaca surat kabar. 
- Bahwa pintu depan rumah Pak Rukidi hanya 1 ( satu ) pintu. 
- Bahwa orang tua saksi tinggal di Jakarta 
- Bahwa saksi pada waktu itu tidak pulang ke Jakarta. 
- Bahwa pada hari Lebaran pertama saksi pergi ke Boyolali, 
pulang jam 06.00 sore langsung ke rumah Pak Rukidi.  
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- Bahwa saksi tinggal di Solo dan kenal dengan Pak Rukidi 
sudah 5 ( lima ) tahun. 
- Bahwa pekerjaan Pak Rukidi adalah sebagai penjaga sekolah 
SD Bonorejo. 
- Bahwa sehari-hari Pak Rukidi kalau bepergian naik sepeda 
angin, karena tidak dapat naik sepeda motor. 
- Bahwa setelah mendengar berita kejadian tersebut saksi sangat 
prihatin. 
- Bahwa saksi tahu kejadian di Ngemplak Surakarta. 
- Bahwa jarak rumah Pak Rukidi dengan rumah korban 2 ( dua ) 
kilometer. 
- Bahwa saksi berada dirumah Pak Rukidi dari jam 05.30 sore 
sampai jam 11.30 malam. 
- Bahwa dirumah Pak Rukidi menonton TV dan ngobrol dengan 
Pak Rukidi. 
- Bahwa saksi selam disitu, pernah meninggalkan tempat, tetapi 
tidak lebih dari 5 ( lima ) menit, paling kebelakang, kemudian 
setelah sholat Isyak saksi tidak pernah meninggalkan sampai 
jam 11.00 malam. 
- Bahwa kegiatan saksi selama di rumah Pak Rukidi ngobrol, 
gojeg dengan Pak Rukidi dan temannya. 
- Bahwa setelah pukul 11.30 malam saksi pamitan pulang tidak 
dari masjid sampai subuh. 
- Bahwa yang bepergian ke Madiun adalah Pak Rukidi, Pak 
Saino, Novi dan adiknya Pak Rukidi. 
- Bahwa sikap Pak Rukidi akan berangkat ke Madiun biasa-biasa 
saja. 
 
14) Nova Eko Murtiono ( Saksi Yang Meringankan ) : 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa. 
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- Bahwa saksi waktu masih SMA sering main ke rumah Pak 
Rukidi, tetapi akhir-akhir ini saksi jarang pulang karena kuliah 
di Yogyakarta. 
- Bahwa saksi bermain di rumah Pak Rukidi pada hari Minggu 
tanggal 9 Januari 2000, karena bertepatan dengan Hari Raya 
Lebaran, disitu ngobrol dengan anaknya Pak Rukidi yang 
bernama Hananto. 
- Bahwa saksi pulang pukul 11.30 malam sendirian. 
- Bahwa waktu datang ke rumah saksi bertemu dengan Pak 
Rukidi, Ibu Rukidi dan Hananto, lalu bersalaman dan pada 
waktu itu datang temannya bernama Cholid dan tamunya Pak 
Rukidi yang bernama Saino dan anaknya Novi. 
- Bahwa selama disitu saksi pernah keluar, beli baju ke Pasar 
Nusukan lalu pulang lagi ngobrol-ngobrol lagi membawa 
pakaian, hanya sebentar lalu pukul 07.00 malam makan malam 
dan Pak Rukidi ada, saksi tidak makan tapi ada disitu 
menemani, setelah itu saksi gojeg didepan rumah sampai pukul 
11.30 malam ngobrol dengan Hananto.  
- Bahwa sewaktu saksi akan pulang pamit dengan Pak dan Ibu 
Rukidi. 
- Bahwa saksi selama disitu tidak pernah melihat Pak Rukidi 
keluar, karena saksi didepan, bila ada orang keluar atau masuk 
saksi pasti tahu, kalau pintu belakang tidak tahu tetapi akhirnya 
kedepan karena kondisinya pasti lewat pintu depan. 
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pak Rukidi 50 meter. 
- Bahwa didepan rumah ada atapnya dan tempat duduk besar 
ukuran 2 x 1,5 meter. 
- Bahwa luas ruang tamu 3 x 3 meter. 
- Bahwa rumahnya tidak ada sekatnya, makan dan ruang tamu 
menjadi satu. 
- Bahwa luas dapur 2 x 5 meter karena ada tambahan. 
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- Bahwa saksi ngobrol dirumah Pak Rukidi mulai pukul 06.00 
sore sampai dengan pukul 11.30 malam bersama Hananto. 
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan sehari-hari Pak Rukidi 
- Bahwa Pak Rukidi mempunyai 2 ( dua ) kendaraan, yaitu 1 
(satu) sepeda motor dan 1 ( satu ) sepeda onthel 
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Rukidi keluar, yang saksi tahu Pak 
Rukidi dirumah bersama tamunya. 
- Bahwa saksi melihat bahwa Pak Rukidi sedang tiduran bersama 
tamunya, waktu ngobrol sambil tiduran nonton TV. 
- Bahwa rumah Pak Rukidi dipagar keliling dan pintu 
gerbangnya 1 ( satu ) dan pintu belakang tidak ada. 
- Bahwa pagarnya terbuat dari kawat berduri dan pepohonan. 
 
15) Tumilo ( Saksi Yang Memeriksa Di Kepolisian ) : 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah memeriksa 
tersangka Rukidi. 
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa 2 ( dua ) kali. 
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di Polresta Surakarta. 
- Bahwa cara memeriksanya setelah sebelum diproses verbal, 
ditulis dengan tangan, setelah itu diketik. 
- Bahwa setiap satu petanyaan dijawab oleh tersangka dan 
diketik dalam berita acara. 
- Bahwa keterangan atau pernyataan yang diberikan tersangka 
yang menyangkut perbuatannya. 
- Bahwa saksi tidak menganiaya tersangka. 
- Bahwa setelah selesai di bait berita acara lalu tersangka disuruh 
membaca dulu, setelah itu di tandatangani. 
- Bahwa pada waktu tersangka diperiksa di Kepolisian 
didampingi oleh Penasihat Hukum Siswoyo, S.H. dari Boyolali. 
- Bahwa rekonstruksi tempatnya tidak di TKP , karena untuk 
menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. 
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- Bahwa alu, lodong milik korban dan kaos tersangka yang 
terdapat ditempat kejadian peristiwa. 
- Bahwa kaos tersebut belum dicuci, itu milik teesangka 
tertinggal di TKP.  
- Bahwa milik tersangka, karena menurut pemeriksaan tersangka 
mengakui sendiri waktu pemeriksaan. 
- Bahwa waktu diperiksa polisi, tersangka tidak bermaksud 
membunuh, setelah dipukul alu lalu dipukul linggis, lalu 
mengambil arit. 
- Bahwa saksi dalam menyusun berita acara pemeriksaan tidak 
mengarang. 
- Bahwa pemeriksa saksi adalah Eko Budiono. 
- Bahwa pemeriksaan pendahuluan yang deperiksa adalah saksi-
saksi dulu. 
- Bahwa sebelum menjadi tersangka, terdakwa diperiksa sebagai 
saksi lalu dikembangkan Unit Operasional diserahi, baru 
pemeriksaan tersangka. 
- Bahwa bukti-bukti telah diperlihatkan pada waktu pemeriksaan 
dan tersangka mengakui. 
- Bahwa keterangan dari saksi-saksi adalah dari Ny. Wagiyo. 
- Bahwa masalahnya hutang dengan Pak Marto Suwarno sudah 
dibayar lunas. 
- Bahwa tersangka tidak pernah menolak, tidak ada keberatan 
saat tersangka diperiksa.  
- Bahwa pada waktu pemeriksaan tersangka sehat jasmani dan 
rohani. 
- Bahwa pemeriksaan pertama, tersangka tidak didampingi oleh 
Penasihat Hukum baru pemeriksaan kedua tersangka 
didampingi Penasihat Hukum. 
- Bahwa dari keluarga Ibu Gito belum pernah melihat kaos dan 
belum tahu dipakai oleh tersakwa. 
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16) Siswoyo : 
- Bahwa saksi adalah Ketua Pusat Pengkajian Pemberdayaan 
Pengawasan Pengaduan Masyarakat dan Bantuan Hukum di 
Boyolali. 
- Bahwa di kantor saksi tidak pernah menerima surat dari 
Polresta Surakarta untuk mendampingi tersangka Rukidi. 
- Bahwa saksi belum pernah dengar Rukidi. 
- Bahwa direkturnya di kantor adalah saksi sendiri. 
- Bahwa saksi tidak pernah mendampingi tersangka Rukidi di 
Polresta Surakarta tertanggal 21 Februari 2000. 
- Bahwa saksi belum pernah melihat tersangka, mendampingi, 
saksi melihat baru sekarang tanggal 17 Juli 2000. 
 
17) Nur Murninigsih, S.H. : 
- Bahwa saksi tidak pernah mendampingi terdakwa dalam 
pemeriksaan pendahuluan di Kepolisian. 
- Bahwa petugas yang menangani surat-surat adalah saksi 
sendiri. 
- Bahwa saksi belum pernah menerima atau mengolah surat dari 
Kepala Reserse Polresta Surakarta. 
 
c. Keterangan Terdakwa. 
Setelah pemeriksaan saksi, maka terdakwa Rukidi memberikan 
keterangan sebagai berikut : 
- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di depan 
persidangan adalah tidak benar atau salah. 
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan di Kepolisisan karena 
dipaksa. 
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan tukang ojek. 
- Bahwa terdakwa belum kenal dengan Bu Arsad. 
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- Bahwa terdakwa disuruh polisi untuk mengakui kotak sebagai 
barang bukti. 
- Bahwa polisi tidak tahu siapa yang menganiaya korban, tetapi 
terdakwa ditahan. 
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2000 terdakwa diajak ke tempat 
kejadian untuk rekonstruksi, tetapi terdakwa tidak mau karena 
terdakwa tidak berbuat apa-apa. 
- Bahwa keterangan singkatnya terdakwa tidak melakukan 
penganiayaan dan tidak memukul Ibu Gito alias Mendes. 
- Bahwa benar pada tanggal 17 April 2000 terdakwa diperiksa di 
Kejaksaan dengan ketawa-tawa tanpa ada paksaan, tetapi sekarang 
dalam persidangan tidak mengakuinya, karena terdakwa waktu itu 
berada dalam keadaan takut sama jaksa dan khilaf. 
- Bahwa terdakwa setelah itu selama 2 ( dua ) hari 2 ( dua ) malam 
tidak bisa tidur. 
- Bahwa pembuatan Berita Acara Pemeriksaan setelah selesai tidak 
diulang lagi. 
- Bahwa selama diperiksa di Kepolisisan terdakwa tidak didampingi 
oleh Penasihat Hukum. 
- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan Penuntut Umum di Kantor 
Kejaksaan Negeri Surakarta dan diterima dengan baik. 
- Bahwa benar terdakwa ditanya oleh Penuntut Umum dan dijawab 
oleh terdakwa dengan tertawa-tawa, tetapi sebenarnya terdakwa 
merasa ketakutan, sehingga khilaf dalam memberikan jawaban. 
- Bahwa benar berita acara pendahuluan yang memuat pertanyaan 
dan jawaban diketik, sekali ketik dan langsung terdakwa tanda 
tangani. 
- Bahwa dalam menandatangani Berita Acara Pemeriksaan 
Pendahuluan tersebut terdakwa dipaksa oleh Polisi, dan karena 
takut terdakwa terpaksa menandatangani berita acara tersebut. 
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d. Tuntutan. 
Setelah pemeriksaan saksi dan pemeriksaan terdakwa, maka 
penuntut umum mengajukan tuntutan hukum sebagai berikut : 
1) Menyatakan terdakwa Rukidi bersalah melakukan tindak pidana 
kejahatan pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 338 KUHP. 
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rukidi dengan pidana 
penjara selama 7 ( tujuh ) tahun dengan ketentuan dikurangi 
sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, 
dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan. 
3) Menyatakan supaya barang bukti berupa : sebuah alu, sebuah arit 
yang terlepas dari gagang kayunya, sebuah pecahan toples dan 
sebuah peti serta satu potong baju kaos warna biru dirampas untuk 
dimusnahkan. 
4) Menetapkan supaya terpidana Rukidi membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ). 
 
e. Pembelaan. 
Penasihat hukum terdakwa Rukidi mengajukan pembelaan 
sebagai berikut : 
1) Menyatakan terdakwa tidak bersalah. 
2) Membebaskan terdakwa dari segala kesalahan. 
3) Merehabilitasi nama terdakwa yang tercemar karena harus 
menjalani penahanan hampir 6 ( enam ) bulan. 
4) Mengganti semua kerugian yang timbul. 
5) Membebaskan terdakwa dari tahanan. 
 
f. Pertimbangan Hukum. 
Sebelum mengambil putusan, hakim memberikan pertimbangan 
hukum sebagai berikut : 
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Karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara 
subsidairitas, maka haruslah dipertimbangkan tentang dakwaan primair 
terlebih dahulu. 
Bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar 
Pasal 338 KUHP dimana pasal tersebut memuat unsur-unsur sebagai 
berikut : 
1) Dengan sengaja. 
2) Menghilangkan nyawa orang lain. 
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut, Majelis 
Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu unsur “ menghilangkan 
nyawa orang lain “, dan untuk membuktikan unsur tersebut, maka 
perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 
“ Apakah korban telah meninggal dunia ? ”. 
Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan 
sebagaimana keterangan saksi-saksi, telah ternyata bahwa korban Ibu 
Gito alias Mendes telah dimakamkan pada hari Senin tanggal 10 
Januari 2000 sekitar jam 24.00 WIB di daerah Makamhaji, Kecamatan 
Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. 
Menimbang, bahwa selanjutnya “ apa yang menjadi penyebab 
meninggalnya korban ? “. 
Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. 
07A / II / MF / 2000 tertanggal 10 Januari 2000, yang dalam 
kesimpulannya menyatakan bahwa korban atas nama Ibu Gito alias 
Mendes meninggal karena kerusakan jaringan otak yang disebabkan 
Counter Cop akibat kekerasan banda tumpul. 
Menimbang, bahwa sedangkan sebagaimana keterangan saksi 
Pariyem, Sri Rahayu, Rajiyo, Ny. Arsad dan lain-lain, menyatakan 
bahwa korban pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2000 masih dalam 
keadaan sehat wal’afiat, dan baru  pada pagi harinya tanggal 10 Januari 
2000 korban diketemukan tergeletak di dalam rumah dengan 
berlumuran darah dan mengalami luka-luka serta tidak bernyawa lagi. 
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Menimbang, bahwa dengan demikian jelas, bahwa kematian 
korban Ibu Gito alias Mendes disebabkan bukan karena sakit, akan 
tetapi karena luka-luka sedemikian rupa sehingga mengalami 
kerusakan jaringan otak akibat kekerasan benda tumpul. 
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan, para saksi seluruhnya menyatakan tidak tahu dan  tidak 
melihat siapa yang melakukannya, bahkan para saksi tidak tahu siapa 
yang datang ke rumah korban sebelum korban ditemukan terbujur pada 
pagi harinya. 
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ny. Arsad dan 
Mariaty Giyono, yang mendengar suara teriakan aduh-aduh yang 
berasal dari rumah korban pada malam hari sekitas pukul 20.00 WIB 
hari Minggu tanggal 9 Januari 2000, akan tetapi sebelumnya tidak 
melihat siapa yang datang ke rumah korban. 
Menimbang, bahwa sedangkan keterangan terdakwa 
dipersidangan menyangkal bahwa dirinya yang melakukan 
penganiayaan atau pembunuhan atas diri korban. 
Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 189 (1) KUHAP, dimana 
keterangan terdakwa yang dapat dipakai sebagai bukti adalah 
keterangan yang diberikan dipersidangan. 
Menimbang, bahwa sedangkan keterangan terdakwa 
sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pendahuluan yang 
dibuat di depan penyidik tertanggal 18 Februari 2000 dan tanggal 21 
Februari 2000 dan dikatakan oleh verbalisan dipersidangan, bahwa 
keterangan tersebut diberikan oleh tesangka tanpa ada paksaan, akan 
tetapi dipersidangan terdakwa mencabut semua keterangannya yang 
diberikan di depan penyidik dengan alasan karena di penyidikan 
terdakwa merasa tertekan dan dianiaya sebelumnya sehingga 
mengalami pingsan 2 ( dua ) kali. 
Menimbang, bahwa dalam rangka mendapatkan petunjuk, 
apakah keterangan terdakwa yang diberikan di depan penyidik 
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sebagaimana termuat dalam BAP adalah benar uraian keterangan 
terdakwa sendiri, Majelis memerintahkan supaya didengar para 
Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa ketika diperiksa di 
depan penyidik, sebagaimana termuat dalam pertanyaan dan jawaban 
pada butir ke 27 BAP tertanggal 18 Februari 2000. 
Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi Siswoyo, 
S.H dan Nur Murniningsih, S.H. dipersidangan, ternyata kedua orang 
saksi tersebut menyatakan tidak pernah mendampingi terdakwa ketika 
diperiksa di depan penyidik pada Kepolisian Resort Kota Surakarta 
dan baru melihat terdakwa dipersidangan ini dan isi pertanyaan dan 
jawaban no 27 BAP tersebut adalah tidak benar. Dengan demikian 
maka keterangan terdakwa yang diberikan di depan penyidik 
meragukan untuk dapat dijadikannya sebagai petunjuk, disamping 
tidak adanya persesuaian dengan keterangan para saksi yang 
mengetahui bahwa terdakwalah sebagai pelaku pembunuhan. 
Menimbang, bahwa sedangkan barang-barang bukti yang 
diajukan dipersidangan yang juga disangkal sebagai alat yang 
digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan atau pembunuhan, 
adalah tidak dapat dipakai sebagai petunjuk untuk manambah 
keyakinan hakim, hal mana mungkin akan sangat berbeda, apabila 
terhadap barang-barang bukti tersebut dilakukan tes uji sidik jari 
sebelum disentuh orang lain dan setelah digunakan terdakwa, maupun 
dilakukan uji darah antara darah korban dengan darah yang menempel 
di baju kaos milik tersangka, namun hal tersebut ternyata tidak 
dilakukan oleh penyidik. 
Menimbang,  bahwa sedangkan keterangan saksi Partiyem dan 
Ny. Sri Rahayu yang menerangkan bahwa isteri terdakwa yaitu saksi 
Murwani pernah berkunjung ke rumah saksi sebanyak 2 ( dua ) kali 
untuk meminta maaf atas musibah yang dialami korban yang sebagai 
orang tua saksi Partiyem dan mertua saksi Sri Rahayu, hal tersebut 
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juga belum menunjukkan apakah terdakwa merupakan atau sebagai 
pelaku pembunuhan atas diri korban. 
Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis 
Hakim berpendapat bahwa tidaklah terdapat cukup bukti yang 
meyakinkan bahwa terdakwalah sebagai pelaku pembunuhan atas diri 
korban, oleh karenanya maka unsur menghilangkan nyawa orang lain 
sebagai salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka 
terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut. 
 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan atas dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, 
dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP yang 
memuat unsur-unsur : 
1) Dengan sengaja. 
2) Menganiaya. 
3) Mengakibatkan matinya orang lain. 
Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut diatas maka 
Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu atas unsur 
menganiaya orang lain yang menjadi unsur utama dalam Pasal 351 
ayat (3) KUHP. 
Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan telah ternyata bahwa korban Ibu Gito alias Mendes telah 
mengalami luka-luka sedemikian rupa sebagaimana keterangan para 
saksi dan uraian hasil Visum Et Repertum No 07A / II / MF / 2000 
tetanggal 10 Januari 2000 yang intinya korban mengalami banyak 
luka-luka di beberapa bagian, dengan demikian terbukti bahwa korban 
Ibu Gito alias Mendes telah mengalami penganiayaan. 
Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan tentang 
siapa yang melakukan penganiayaan tersebut. 
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan ternyata, bahwa tidak ada seorang saksipun yang 
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melihat siapa yang melakukan penganiayaan atas diri korban, 
sedangkan keterangan di depan penyidik adalah tidak benar, sedangkan 
keterangan terdakwa yang dapat dipakai sebagai salah satu alat bukti 
adalah yang diberikan didepan persidangan. 
Menimbang, bahwa sedangkan keterangan terdakwa diluar 
persidangan termasuk yang diberikan di depan penyidik yang termuat 
dalam BAP baru dapat dipakai sebagai petunjuk apabila ada 
persesuaian dengan keterangan para saksi, sedangkan dalam perkara 
ini tidak seorang saksipun yang menerangkan perihal terdakwa sebagai 
pelaku penganiayaan, sehingga dari hasil pemeriksaan perkara ini tidak 
diketemukannya secara kuat adanya bukti petunjuk. 
Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapatnya 2 ( dua ) alat 
bukti yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai pelaku penganiayaan 
atas diri korban, maka Majelis berpendapat bahwa unsur telah 
menganiaya orang lain dalam pasal tersebut tidak terpenuhi. 
Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 
351 ayat (3) tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah pula dibebaskan 
dari dakwaan subsidair tersebut. 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah 
sebagaimana dalam semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka 
terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan dan harus pula 
dikembalikan harkat dan martabatnya serta kedudukannya. 
  
g. Putusan Hakim. 
Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan maka hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : 
1) Menyatakan terdakwa RUKIDI tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam 
dakwaan primair maupun subsidair. 
2) Membebaskan terdakwa tersebut dari semua dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum. 
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3) Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan 
harkat serta martabatnya. 
4) Memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan. 
5) Memerintahkan supaya barang bukti yang berupa 1 ( satu ) kaos 
warna biru, 1 ( satu ) batang kayu ( alu ) sepanjang + 60 cm, 1 
(satu) bilah sabit lengkap dengan gagangnya yang sudah lepas, 1 
(satu) buah peti kotak berisi kertas, 1 ( satu ) buah pecahan toples 
dikembalikan kepada saksi Ny. Arsad.  
 
h. Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan 
Putusan Tindak Pidana Pembunuhan. 
Dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, 
keterangan terdakwa, Visum Et Repetum serta barang bukti, bila antara 
satu dengan yang lainnya dihubungakan serta dilihat persesuaiannya, 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut :  
1) Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2000 sekitar 
pukul 20.00 WIB terdengar suara mengaduh yang berasal dari 
dalam rumah korban Ibu Gito alias Mendes di kawasan Ngemplak 
Rejosari Rt. 02 Rw. XV, Kelurahan Gilingan, Banjarsari, Kodya 
Surakarta. 
2) Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Januari 2000 sekitar pukul 
06.00 WIB, korban Ibu Gito alias Mendes diketemukan telah 
meninggal dunia di dalam rumahnya. 
3) Bahwa benar korban mengalami luka-luka dibeberapa bagian serta 
banyak mengeluarkan darah dan matinya korban disebabkan oleh 
kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan mengalami 
kerusakan jaringan otak. 
4) Bahwa benar korban Ibu Gito alias Mendes telah dimakamkan di 
Pemakaman Umum di daerah Makamhaji, Kartosuro, Sukoharjo 
pada hari Senin tanggal 10 Januari 2000 sekitar pukul 24.00 WIB. 
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5) Bahwa benar lebih kurang 1 ( satu ) bulan sebelumnya korban 
meninggal dunia, terdakwa dipanggil supaya datang ke rumah 
korban melalui pesan yang disampaikan oleh Ny. R. Wagiyo. 
6) Bahwa benar terdakwa adalah anak angkat Marto Suwarno 
almarhum, yang terakhir hidup bersama dengan korban Ibu Gito 
alias Mendes. 
7) Bahwa terdakwa sering datang ke rumah korban Ibu Gito alias 
Mendes, ketika Pak Marto Suwarno masih hidup. 
8) Bahwa dibelakang rumah korban yang berupa kebun kosong bila 
malam hari sering ditempati untuk mangkal anak-anak muda untuk 
mabuk-mabukan. 
9) Bahwa para saksi tidak ada yang melihat maupun tahu siapa yang 
melakukan pembunuhan atas diri korban. 
10) Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah milik 
korban kecuali sabit. 
11) Bahwa benar isteri terdakwa, yaitu saksi Muwarni, dua kali 
mendatangi rumah saksi Partiyem dan Sri Rahayu anak korban 
dengan keperluan meminta maaf dan meminta untuk menanda 
tangani sebuah surat dan perginya saksi Muwarni tersebut tanpa 
sepengetahuan terdakwa Rukidi. 
 
2. Pembahasan. 
Hakim dalam menerapkan alat bukti petunjuk didasarkan pada Pasal 
188 ayat (2) KUHAP membatasi kewenangan hakim dalam cara 
memperoleh alat bukti petunjuk. Hakim tidak boleh sesuka hati mencari alat 
bukti petunjuk dari berbagai sumber. Sumber yang dapat dipergunakan 
untuk mengkonstruksi alat bukti petunjuk terbatas dari alat-alat bukti yang 
secara limitatif ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, yaitu : 
a. Keterangan Saksi. 
b. Surat. 
c. Keterangan Terdakwa. 
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Berdasarkan ketiga alat bukti tersebut  persesuaian perbuatan, kejadian atau 
keadaan dapat dicari dan diwujudkan, sehingga alat bukti petunjuk dapat 
diperoleh hakim. Hakim dilarang mencari dan memperoleh alat bukti diluar 
yang telah ditentukan undang-undang.  
 
Keterangan ahli tidak dipergunakan sebagai sumber memperoleh 
petunjuk, undang-undang tidak memberi penjelasan yang pasti mengapa 
keterangan ahli tidak dimasukkan dalam pasal tersebut, meski sebenarnya 
keterangan ahli dalam hal-hal tertentu sangat menolong untuk memperoleh 
petunjuk. Kemungkinan pembuat undang-undang melarang keterangan ahli 
sebagai sumber alat bukti petunjuk didasarkan pada pemikiran perlunya 
membatasi kewenangan hakim mencari alat bukti petunjuk dari sumber 
yang terlampau luas ( M. Yahya Harahap, 2002 : 315 ). 
 
Dalam perkara diatas, cara hakim menerapkan alat bukti petunjuk 
didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat yang berupa 
Visum Et Repertum dan BAP ( Berita Acara Pendahuluan ) dan barang 
bukti. 
 
Setelah mengadakan wawancara dengan Hakim Dwi Sudaryono,S.H 
pada hari Senin tanggal 31 Maret 2008 pukul 09.00 WIB, hakim 
berpendapat bahwa pada intinya cara hakim menerapkan alat bukti petunjuk 
tidak hanya terbatas pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang hanya 
membatasi cara hakim menerapkan alat bukti petunjuk hanya pada 
keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa saja, tetapi hakim lebih 
menafsirkan secara luas yaitu alat bukti petunjuk juga dapat diterapkan 
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangantermasuk juga 
keterangan ahli, olah TKP ( Tempat Kejadian Perkara ) dan barang bukti. 
Untuk itulah pada perkara diatas barang bukti dimasukkan oleh hakim 
untuk memperoleh alat bukti petunjuk dalam menjatuhkan putusan. 
Berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, hakim 
memperoleh petunjuk bahwa barang bukti yang diajukan oleh penuntut 
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umum tidak dapat diterima karena penyidik tidak melakukan tes uji sidik 
jari dan darah pada barang bukti tersebut sebelum disentuh orang lain. 
 
 Hakim Dwi Sudaryono, S.H. juga menerangkan bahwa alat bukti 
petunjuk digunakan oleh hakim apabila terdakwa menyangkal dakwaan 
yang diajukan oleh penuntut umum, karena apabila terdakwa membenarkan 
atau mengakui dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh 
penuntut umum maka hakim tidak perlu menggunakan alat bukti petunjuk 
untuk menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. 
 
Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim berdasarkan Pasal 188 ayat 
(1) KUHAP adalah untuk menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak 
pidana dan mengetahui siapa pelakunya. Setelah melakukan wawancara 
dengan hakim, hakim mengatakan bahwa penggunaan alat bukti petunjuk 
tidak hanya untuk memidanakan seseorang tetapi juga dapat membebaskan 
seseorang dari tuntutan penuntut umum. Hal ini berarti hakim 
menyimpulkan bahwa penggunaan alat bukti petunjuk oleh hakim 
berdasarkan Pasal 188 (1) KUHAP memang telah terjadi tindak pidana 
tetapi pelakunya belum tentu seseorang yang telah didakwa oleh penuntut 
umum.  
 
Berdasarkan wawancara dengan Hakim J.J. Simanjuntak, S.H. pada 
hari Rabu tanggal 9 April 2008 pukul 9.30 WIB, hakim mengatakan bahwa 
petunjuk ada bermacam-macam yaitu : 
a. Petunjuk dari penyidik. 
Yaitu petunjuk yang digunakan oleh penyidik dalam melakukan 
penyidikan untuk dapat mengetahui pelaku kejahatan dan untuk 
menemukan tersangka berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dalam 
proses penyidikan tersebut. 
b. Petunjuk dari penuntut umum. 
Yaitu sebelum melakukan penuntutan, maka penuntut umum harus 
melimpahkan berkas yang lengkap ke pengadilan, tetapi apabila berkas 
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dari penyidik belum lengkap maka penuntut umum akan memberikan 
petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas tersebut. 
c. Petunjuk dari hakim.  
Yaitu petunjuk yang digunakan oleh hakim di sidang pengadilan 
berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan 
dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk memutus suatu 
perkara. 
 
Dalam hal ini yang dibahas adalah penerapan alat bukti petunjuk oleh 
hakim dalam perkara pembunuhan. Berdasarkan perkara diatas ada 
perbedaan petunjuk antara hakim dan penyidik dalam BAP ( Berkas Acara 
Pendahuluan ), hakim memperoleh petunjuk bahwa terdakwa didampingi 
oleh penasihat hukum hanya pada saat di persidangan dan baru pertama kali 
penasihat hukum tersebut melihat dan bertemu dengan terdakwa, padahal 
dalamt BAP tersebut terdakwa sudah didampingi penasihat hukum pada 
saat penyidikan. Sehingga hakim mendapat petunjuk untuk menolak BAP 
tersebut karena tidak sesuai dengan fakta yang ada.  
 
Menurut Hakim J.J Simanjuntak,S.H. cara menerapkan alat bukti 
petunjuk didasarkan pada sistem pembuktian menurut undang-undang 
secara negatif ( negatief wettelijk ) yaitu alat bukti petunjuk diperoleh 
berdasarkan alat bukti yang telah ada dan berdasarkan keyakinan hakim 
sehingga hakim dapat memutus suatu perkara. Hal ini juga didasarkan pada 
Pasal 183 KUHAP yang berbunyi bahwa hakim tidak boleh menjatukan 
pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua 
alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. 
 
 
 
 
B. Kendala dan  Solusi Dalam Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Bagi Hakim 
Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan. 
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1. Kendala. 
Berdasarkan wawancara dengan Hakim Dwi Sudaryono,S.H  pada hari 
Senin tanggal 31 Maret 2008 pukul 09.00 WIB dan Hakim J.J. Simanjuntak, 
S.H. pada hari Rabu tanggal 9 April 2000 pukul 9.30 WIB diperoleh 
keterangan bahwa dalam penerapan alat bukti petunjuk untuk menjatuhkan 
putusan, hakim menghadapi kendala sebagai berikut : 
a. Cara menerapkan alat bukti petunjuk hanya terbatas pada Pasal 188 
ayat (2) KUHAP saja, sehingga apabila hakim hanya menerapkan alat 
bukti petunjuk berdasarkan pasal tersebut maka dapat menghambat 
jalannya proses pembuktian dipersidangan dan mempersulit dalam 
mendapatkan kebenaran materiil, padahal kenyataannya di sidang 
pengadilan hakim dapat menggunakan bukti lain untuk memperoleh 
petunjuk dalam menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan 
putusan. 
b. Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri seperti alat-alat bukti 
yang lainnya dan kekuatan pembuktiannya yang bersifat assessor 
(tergantung) pada alat bukti yang lain. Sehingga dalam penggunaan 
alat bukti tersebut harus didukung dengan alat bukti  yang lain. 
c. Pada rancangan KUHAP, alat bukti petunjuk rencananya akan dihapus 
sehingga alat bukti yang sah hanya terdiri dari keterangan saksi, 
keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa. Apabila rancangan 
KUHAP tersebut disahkan maka hakim dalam menjatuhkan putusan 
hanya terbatas pada ke empat alat bukti tersebut. Padahal ada 
kemungkinan alat-alat bukti tersebut kurang kuat untuk memberi 
keyakinan hakim dan akan mempersulit hakim dalam menjatuhkan 
putusan. 
d. Perbedaan alat bukti petunjuk dengan pendapat hakim, karena dalam 
hukum acara pidana hakim tidak boleh menggunakan pendapatnya 
sendiri untuk memutus suatu perkara pidana, tetapi pada kenyataannya 
hakim dalam menggunakan petunjuk berdasarkan pendapatnya sendiri 
sehingga dalam hal ini dapat menjadikan perbedaan penafsiran dan 
 xci
penyalahgunaan alat bukti petunjuk itu sendiri dalam proses beracara 
yang dapat merugikan salah satu pihak. 
 
2. Solusi. 
Berdasarkan kendala tersebut maka perlu adanya solusi yang dapat 
mengatasinya, antara lain : 
a. Seharusnya cara hakim menerapkanh alat bukti petunjuk tidak hanya 
terbatas pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP tetapi bisa juga dari bukti-
bukti yang lainnya seperti keterangan ahli, barang bukti dan olah TKP 
( Tempat Kejadian Perkara ), apabila alat bukti petunjuk hanya 
diperoleh dari alat- alat bukti yang ada dalam pasal tersebut maka 
hakim tidak bisa mendapatkan persesuaian dari fakta-fakta hukum 
yang terungkap dipersidangan dan dari bukti-bukti yang lain diluar 
alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 188 (2) KUHAP sehingga 
hakim bisa salah dalam dalam memutus suatu perkara. Dalam perkara 
diatas ternyata hakim menggunakan barang bukti untuk memperoleh 
alat bukti petunjuk untuk memutus suatu perkara. 
b. Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatakan bahwa alat-alat bukti yang sah 
adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan 
keterangan terdakwa. Alat-alat bukti tersebut berdiri sejajar satu sama 
lain kecuali petunjuk karena sifatnya assessor ( tergantung ) dari alat 
bukti yang lain. Alat bukti petunjuk tidak seharusnya bersifat assesor ( 
tergantung ) dari alat bukti yang lain tetapi memang penggunaan alat 
bukti petunjuk setelah mendengar dan melihat kemudian 
menyimpulkan dan dilihat persesuaiaannya dari alat-alat bukti 
keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa untuk kemudian 
menggunakan alat bukti petunjuk apabila alat-alat bukti yang lain 
kurang menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. 
Sehingga tidak seharusnya alat bukti petunjuk dianggap sebagai 
assesor saja, karena justru alat bukti ini sifatnya sangat penting dalam 
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menguatkan keyakinan hakim dan harus dapat berdiri sendiri sebagai 
alat bukti yang sah seperti yang tercantum dalam KUHAP. 
c. Ada baiknya apabila rancangan KUHAP tersebut disahkan, tetapi alat 
bukti petunjuk tetap digunakan karena jika hanya mengacu pada 
keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa saja 
kurang memberi keyakinan hakim dalam mencari kebenaran dan 
dalam menjatuhkan putusan. Hakim akan merasa terbatas dalam 
memutus perkara karena tidak dapat menggunakan alat bukti petunjuk 
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. 
d.  Hakim hanya dapat menerapkan alat bukti petunjuk dari apa yang 
dilihat, didengar dipersidangan yang kemudian dilihat persesuaian dan 
disimpulkan oleh hakim dalam memutus perkara sehingga 
menghindari anggapan bahwa hakim menggunakan pendapatnya 
sendiri. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
Dalam penelitian ini ada dua masalah pokok yang dikaji yaitu (1) tentang 
penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak 
pidana pembunuhan dan (2) kendala yang dihadapi dalam penerapan alat bukti 
petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan 
dan solusinya. 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah 
pokok diatas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim didasarkan pada Pasal 188 ayat 
(2) KUHAP yaitu alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari 
keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa tetapi dalam praktek 
disidang pengadilan penerapan alat bukti petunjuk tidak hanya terbatas 
seperti yang ditentukan undang-undang tetapi bisa juga dari hal-hal lain 
yang terungkap dipersidangan antara lain keterangan ahli, olah TKP ( 
Tempat Kejadian Perkara ) dan barang bukti untuk menambah keyakinan 
hakim dalam menjatuhkan putusan. Seperti dalam perkara diatas dimana 
hakim memperoleh salah satu petunjuk dari barang bukti yang diajukan 
penuntut umum dan hakim menolak barang bukti tersebut karena tidak 
ada tes uji sidik jari dan tes darah sebelum barang bukti disentuh orang 
lain.  
2. Kendala yang dihadapi hakim dalam menerapkan alat bukti petunjuk 
adalah sebagai berikut : 
a. Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim hanya terbatas pada Pasal 
188 ayat (2) KUHAP saja, sehingga dapat menghambat jalannya 
proses pembuktian dipersidangan dan mempersulit hakim dalam 
mendapatkan kebenaran materiil. 
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b. Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri seperti alat-alat bukti 
yang lainnya dan kekuatan pembuktiannya yang bersifat assesoir 
(pelengkap) sehingga penggunaan alat bukti petunjuk harus 
didukung dengan alat bukti yang lain. 
c. Rencana penghapusan alat bukti petunjuk dalam rancangan KUHAP 
sehingga alat-alat bukti yang sah hanya terdiri dari keterangan saksi, 
keterangan ahli , surat dan keterangan terdakwa. Apabila benar-
benar akan dihapus maka dapat mempersulit hakim dalam 
menjatuhkan putusan 
d. Perbedaan alat bukti petunjuk dengan pendapat hakim karena dalam 
hukum acara pidana hakim dilarang menggunakan pendapatnya 
dalam memutus suatu perkara.   
 
3. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah : 
a. Seharusnya penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim tidak hanya 
terbatas pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP karena bila hanya terbatas 
pada alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang maka hakim 
tidak bisa mendapatkan persesuaian dari fakta-fakta hukum yang 
terungkap dipersidangan untuk memutus perkara. 
b. Alat bukti petunjuk tidak seharusnya bersifat assesor tetapi harus 
bisa berdiri sendiri sejajar dengan alat-alat bukti yang lain. 
c. Sebaiknya alat bukti petunjuk tidak dihapus dalam rancangan 
KUHAP karena akan mempersulit hakim dalam menjatuhkan 
putusan. 
d. Hakim hanya dapat menerapkann alat bukti petunjuk dari apa yang 
dilihat dan didengar yang kemudian dilihat persesuaiannya untuk 
memutus perkara sehingga menghindari anggapan bahwa hakim 
menggunakan pendapatnya sendiri. 
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B. Saran 
1. Perlu adanya persamaan persepsi antara pembuat undang-undang dengan 
hakim sehinggga tidak ada perbedaan dalam memperoleh alat bukti 
petunjuk . 
2. Sebaiknya alat bukti petunjuk tidak dihapus dalam rancangan KUHAP 
karena dengan adanya alat bukti petunjuk ini dapat mempermudah hakim 
dalam memutus suau perkara. 
3. Dalam rancangan KUHAP sebaiknya cara menerapkan alat bukti petunjuk 
tidak hanya terbatas pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP sehingga tidak 
membatasi hakim dalam memperoleh kebenaran materiil untuk memutus 
suatu perkara. 
4. Sebaiknya hakim dalam menerapkan alat bukti petunjuk tidak berdasarkan 
pendapatnya sendiri karena dapat merugikan salah satu pihak. 
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